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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna dapat menyelesaikan
Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2021 merupakan repleksi pelaksanaan
kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka
melaksanakan visi dan misi Bupati Natuna tahun 2016 - 2021.

Disamping itu, penyajian Laporan Tahunan merupakan wujud dari
transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan review untuk
meningkatkan kinerja dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah dapat ditingkatkan di masa yang akan datang,
sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan
profesional dan kompeten. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam
perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun mendatang untuk mencapai visi dan
misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Akhir kata semoga Laporan Tahun 2021 ini dapat bermanfaat dan dapat
digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang

akan datang.

Ranai, 05 Januari 2022

\ W B
JYANTO, SE, k/TA('
:1197709122000121004
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1.Sejarah Berdirinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terbentuk setelah lahirnya
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 menjadi
landasan Kabupaten Natuna untuk menentapkan Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
pada saat itu masih dalam struktur organisasi di Sekretariat Daerah yaitu Bagian
Keuangan. Kemudian pada tahun 2005, dilakukan perubahan melalui Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah.

Kemudian pada tahun 2008 Bagian Keuangan Sekretariat Daerah
dilakukan perubahan menjadi Organisasi Perangkat Daerah tersendiri menjadi
Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
Daerah. Namun pada tahun 2011 berubah lagi menjadi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.
Setelah beberapa tahun berubah lagi menjadi Badan Pengelola Keuangan,

Pendapatan dan Aset Daerah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya dilakukan
perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.
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BAB II
GAMBARAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56
Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk
membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang
bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah
melakukan penyesuaian Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan
Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan

Badan Kabupaten Natuna, secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Tujuan
Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah dan mempunyai tugas “Merumuskan, mengkoordinasikan, dan
menetapkan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati

sesuai lingkup tugasnya”.

B. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan
tahunan sesuai lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan,

kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
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Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang
menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah
serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi
teknis terkait;

5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan perubahan dengan instansi terkait;

6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah
agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah
tertib;

7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan
dan aset daerah dengan instansi terkait;

8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung
badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;

10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada
atasan;

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
lingkup tugasnya.

Kewenangan

Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang

Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi

kewenangan Daerah.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

4
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Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

Plt, Kepala Badan
SURYANTO, SE, MA

Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris

SURYANTO,SE., MA

Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian
WAN SIDO KARYA, SE

Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan
M FARID HEIKEL, S.IP

Kepala Bidang Anggaran
ARDI NUR IHSAN, SE

Kasubbid Penyusunan APBD
dan Bina Anggaran Daerah
SONNY YULIANTO, ST

Kasubbid Dana Transfer dan
Pembiayaan
AGUS MUSLIM, S. Akt

Kepala Bidang Akuntansi
Keuangan Daerah
MUANNAMAR, SE

Kepala Bidang Aset
REFLIDA ELIZA, SE

Kasubbid Akuntansi dan
Informasi Keuangan Daerah
SURINA WAHYUNITA, S.IP

Kasubbid Perbendaharaan
Hj. SUKINI, S.Sos

Kasubbid Perencanaan
Kebutuhan
FIRMAN, SE M.Ec.Dev

Kasubbid Inventaris dan
Penghapusan
TARMIZI, SE
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Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:

1.
2.

Kepala Badan;

Bagian Sekretaris, terdiri dari:

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

ii. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Bidang Anggaran, terdiri dari:

i. Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah;
ii. Sub Bidang Dana Transfer dan Pembiayaan.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah, terdiri dari:

i. Sub Bidang Akuntansi dan informasi Keuangan Daerah;
ii. Sub Bidang Perbendaharaan.

Bidang Aset, terdiri dari:

i. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;

ii. Sub Bidang Inventaris dan Penghapusan.

Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah dijelaskan dibawah ini:

1.

Badan

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan
daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan
merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat
melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan,
mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang
keuangan dan aset daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang
diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah sesuai perencanaan pembangunan
lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;

2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum,

keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
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10.

11.

Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah
yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran pendapatan
dan belanja daerah serta pengelolaan keuangan dan aset daerah
dengan instansi teknis terkait;

Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dan perubahannya dengan instansi terkait;
Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan
daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan
keuangan daerah tertib;

Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis
terkait;

Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak
langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
kepada atasan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan lingkup tugasnya.

b. Kepala menjalankan fungsi sebagai berikut:

1.

Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah;

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai

lingkup tugasnya.
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Sekretariat

Ikhtisar Jabatan memimpin pelaksanaan tugas sekretariat dalam
menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi urusan
perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan
keprotokolan serta membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan
tugas Badan.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan,
mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan,
pelaporan,  keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta
mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja lima tahun badan dan dilingkup
sekretariat;

2. Menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat
menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan,
inventarisasi dan rumah tangga;

3. Menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;

4. Menyusun pelaporan badan;

5. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan
pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara
terpadu;

6. Mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan
perencanaan dan pelaporan badan;

7. Mengevaluasikan rencana kerja sekretariat dan kinerja badan;

8. Mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup
sekretariat;

9. Menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan;

10. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan

sesuai dengan lingkup tugasnya.
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b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;

2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan
rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan,
pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan,
perlengkapan, wurusan rumah tangga, kehumasan dan
keprotokolan;

4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan
perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan
kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan
keprotokolan;

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Bidang Anggaran

Ikhtisar Jabatan meleksanakan perencanaan, koordinasi,
penyusunan program/kegiatan, mengendalikan dan mengevaluasi
inventarisasi, analisa, dokumentasi, pendataan, serta membuat laporan
hasil kerja di Bidang Anggaran, berdasarkan petunjuk atasan dan
ketentuan peraturan perundnag-undangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas.

Tugas pokok dalm perumusan prosedur penyusunan Rancangan
APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku
agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk
teknsi penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku
agar tertib administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah
sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar.
Mengkoordinasikan  perumusan program dan kebijakan teknis
penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku
agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN,
Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Invenstasi Jangka Pendek, Tunjangan

Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.
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a. Uraian Tugas Bidang Anggaran sebagai berikut:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan
tentang APBD;

Merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan
tentang P-APBD;

Menyusun pedoman penyusunan RKA-SKPD DN RKA-PPKD;
Menyusun pedoman penyusunan PRKA-SKPD dan PRKA-
PPKD;

Mengevaluasi RKA-SKPD dan RKA-PPKD untuk menyusun
rancangan APBD;

Mengevaluasi PRKA-SKPD dan PRKA-PPKD untuk menyusun
rancangan Perubahan APBD;

Mengevaluasi DPA-SKPD dan DPA-SKPKD;

Mengevaluasi DPPA-SKPD dan DPPA SKPKD;

Mengevaluasi pergeseran anggaran;

Menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas
masuk dan arus kas keluar;

Merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan APBD;
Merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan RKA-
SKPD dan RKA-PPKD dalam rangka penyusunan RAPBD;
Merencanakan  penyelenggaraan  koordinasi  percepatan
pembangunan dan penyerapan anggaran;

Merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program
nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara
pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat;

Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja BLUD;
Menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja JKN;
Menyusun laporan penyertaan modal;

Menyusun laporan dana bergulir;

Menyusun investasi jangka pendek;

Menyusun tunjangan profesi guru PNSD;
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21. Menyusun tambahan penghasilan guru PNSD;
22. Menyusun piutang hasil temuan.
b. Fungsi Bidang Anggaran sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan program kerja di bidang Anggaran;

2. Pelaksanaan penyiapan dan perumusan kebijakan teknis
petunjuk rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;

3. Pelaksanaan penyusunan rencana perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

4. Menyiapkan data dana perimbangan;

5. Menyelenggarakan penyertaan modal, dana bergulir dan
pinjaman daerah;

6. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lainnya sesuai lingkup
tugasnya;

7. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi tugas
bidang anggaran;

8. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pemimpin berdasarkan
hasil kerja;

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Aset
Ikhtisar jabatan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan
pedoman pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan
kebutuhan, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian serta inventarisasi.
Tugas pokok bidang aset penyusunan kebijakan teknis dan
pedoman pengelolaan barang milik daerah.
a. Uraian tugas bidang aset sebagai berikut:
1. Menyusun dan menyiapkan rencana operasional program dan
kegiatan bidang aset;
2. Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi maupun

lisan agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;
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3. Menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang
berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang
milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya
secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah;

5. Menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang
pengguna semester (LBPS) dan laporan barang pengguna
tahunan (LBPT) dari masing-masing SKPD kepada Kepala
Daerah melalui kepala Badan;

6. Menyusun standar analisis satuan harga dan menyususn standar
satuan harga

7. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang
milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

8. Meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti
atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik
daerah;

9. Menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli
kepemilikan barang milik daerah;

10. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun
anggaran sub bidang aset berdasarkan capaian pelaksanaan
kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan kegiatan
lingkup aset;

2. Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis bidang aset;

3. Pelaksanaan pengawas dan pengendalian pemanfaatan barang
milik daerah;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai

tugas dan fungsinya.
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5. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah

Ikhtisar jabatan penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan

dengan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan

prosedur akuntansi yang berlaku.

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok

Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan,

Penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan

keuangan daerah.

a. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:

1.

Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan
dengan perbendaharaan berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

Mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas
beban rekening kas umum daerah;

Menyusun rekapitulasi realisasi gaji PNS dilingkungan
pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan DAU setiap
bulannya;

Memeriksa verifikasi SPM, penerbitan SP2D, penandatanganan
bilyet giro SKPD, penerbitan SKPP;

Menyusun laporan pemungutan/pemotongan iuran PFK, iuran
wajib pajak dan taperum gaji pegawai, laporan penempatan
uang, laporan pengeluaran piutang dan utang daerah;

Menyusun surat pengesahan pendapatan dan belanja (SP2B)
BLUD RSUD dan Dana Kapitasi JKN;

Mengadakan evaluasi dengan SKPD terkait rekonsiliasi data
penerimaan dan pengeluaran serta pemungutan/pemotongan atas
SP2D;

Merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan
dengan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kebijakan
pimpinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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10.

11.
12.

13.

14.

Mengkoordinasikan  pelaksanaan  penyusunan  kebijakan,
pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan akuntansi
pengelolaan keuangan daerah;

Menyiapkan pelaksanaan prosedur akuntansi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

Mengkoordinasikan penyiapan pelaporan kas;
Mengkoordinasikan penyiapan laporan keuangan pemerintah
daerah tahun anggaran berjalan (Laporan Keuangan Bulanan
(LRA) Laporan Keuangan Triwulan (LRA) dan Laporan
Keuangan Semester (LRA, LO dan Neraca);
Mengkoordinasikan ~ pendampingan  penyusunan laporan
keuangan SKPD;

Mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tahun Anggaran Sebelumnya.

b. Bidang Akuntansi Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:

1.

Pelaksanaan penyusunan dan perumusan program kerja dan
kegiatan lingkup Bidang Akuntansi Keuangan Daerah;
Pelaksanaan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk
teknis yang berkaitan dengan akuntansi keuangan daerah;
Melakukan analisis pemberdayaan dalam penempatan uang
daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka
penerimaan daerah;

Melaksanakan verifikasi atas SPM dari SKPD dan penerbitan
SP2D;

Pelaksanaan verifikasi dalam penerbitan SKPP;

Pelaksanaan verifikasi atas pemungutan/ pemotongan dan
penyetoran PFK;

Pelaksanaan pengelolaan utang dan piutang daerah;

Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran serta
pemungutan/pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
Melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem tata

usaha keuangan daerah dan penggajian;
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10. Melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran
kas daerah;

11. Menyusun laporan keuangan daerah;

12. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

13. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi APBD.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kedudukan
sebagai kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi “Dalam
melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat
Perangkat Daerah”. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (4)
bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. Kepala SKPD selaku PA.

Selaku SKPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam
Perda;

4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
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5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

E. Sumber Daya Manusia
1. Kepegawaian
a. Komposisi Pegawai PNS dan Non PNS
Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 69 (enam puluh sembilan)
orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin,

sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 26
2 Perempuan 19
Jumlah 45
Sumber :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2021
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-laki 17
2 Perempuan 7
Jumlah 24

Sumber :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Pegawai Menurut Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Komposisi Pegawai menurut pangkat dan golongan di Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2021

Pembina Tk. I (IV/b) -
Pembina (IV/a) 3

Penata (I11/c) 6
Penata Muda Tk. I (III/b) 11
Penata Muda (I1l/a) 3

Pengatur (II/c) 3
Pengatur Muda Tk. I (Il/b) -
Pengatur Muda (I1/a) -

|
JunTk @l

Juru (I/c) -
Juru Muda (I/b) -
Juru Tk. I (I/a) -

Jumlah Keseluruhan 69

Sumber :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Klasifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat pendidikan
Tahun 2021

\

3 | Diploma 5
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Jumlah 45
Sumber :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai
berikut:

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2021

1 Sarjana (S1) 11

3 SLTA 9

5 SD 1

Sumber :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Pegawai Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan
Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan di
lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut diklat kepemimpinan
Tahun 2021

Sumber :  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2020
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E. Sarana dan Prasarana
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola
Keuangan dan aset Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2.7
Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2021

No Nama Barang / Jenis Barang Jumlah | Satuan | kondisi
1 Kijang Inova 1 Unit Baik
2 TOYOTA HILLUX 1 Unit Baik
3 Sepeda Motor 14 Unit Baik
4 Global Positioning System 5 Unit Baik
5 Mesin Hitung Listrik 1 Unit Baik
6 Mesin Fotocopy Folio 1 Unit Baik
7 Lemari Besi/Metal 5 Unit Baik
8 Lemari Kayu 9 Unit Baik
9 Filing Cabinet Besi 12 Unit Baik
10 Brankas 3 Unit Baik
11 CCTYV - Camera Control Television 2 Paket Baik

System

12 White Board 1 Unit Baik
13 Alat Penghancur Kertas 11 Unit Baik
14 Display 1 Unit Baik
15 Pintu Elektrik (yang Memakai Akses) 7 Unit Baik
16 Focusing Screen/Layar LCD Projector 4 Unit Baik
17 Papan Nama Instansi 10 Unit Baik
18 Papan Tanda Kepemilikan Tanah 33 Unit Baik
19 Instalasi Telephone 1 Unit Baik
20 Meja Rapat 2 Unit Baik
21 Meja Panjang 3 Unit Baik
22 Bangku Tunggu 8 Unit Baik
23 Rak Buku (Lemari Pakaian) 5 Unit Baik
24 Mesin Penghisap Debu/Vacuum 1 Unit Baik

Cleaner

25 Lemari Es 4 Unit Baik
26 A.C. Split 34 Unit Baik
27 Televisi 8 Unit Baik
28 Unit Power Supply 40 Unit Baik
29 Camera Video 1 Unit Baik
30 Karpet 1 Unit Baik
31 Tangki Air 2 Unit Baik
32 Mesin Potong Rumput 1 Unit Baik
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33 Gorden/Tirai 24 Unit Baik
34 Meja Kerja 80 Unit Baik
35 Kursi Kerja 89 Unit Baik
36 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon 2 Unit Baik

1T (Kursi Tamu di Ruangan Eselon

I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil

Walikota)
37 Lemari Buku Arsip Untuk Arsip 33 Unit Baik

Dinamis (Lemari Buku Untuk Pejabat

Eselon II)
38 Rak Peralatan 4 Unit Baik
39 Layar Film/Projector 1 Unit Baik
40 Camera Digital 6 Unit Baik
41 LCD Monitor 2 Unit Baik
42 Telephone (PABX) 1 Unit Baik
43 Mesin Fax (Loudspeaker) 1 Unit Baik
44 Sound system 1 Unit Baik
45 Mainframe (Komputer Jaringan) 3 Unit Baik
46 Local Area Network (LAN) 4 Unit Baik
47 P.C Unit 65 Unit Baik
48 Lap Top (Laptop) 12 Unit Baik
49 Note Book 48 Unit Baik
50 Hard Disk 27 Unit Baik
51 Scanner (Peralatan Mini Komputer) 12 Unit Baik
52 Printer (Peralatan Mini Komputer) 69 Unit Baik
53 Peralatan Mini Komputer Lainnya 6 Unit Baik
54 Mouse (Peralatan Mini Komputer) 3 Unit Baik
55 Monitor 1 Unit Baik
56 Keyboard (Peralatan Personal 2 Unit Baik

Komputer)
57 External/ Portable Hardisk 3 Unit Baik
58 UPS 12 Unit Baik
59 Server 3 Unit Baik
60 Router 11 Unit Baik
61 Hub 4 Unit Baik
62 Rak Server 1 Unit Baik
63 Peralatan Jaringan Lainnya 1 Unit Baik

JUMLAH 763

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
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BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN

A. Visi dan Misi RPJMD 2016 - 2021

Apa itu visi dan misi (vision and mission)? Pengertian visi dan
misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai
dengan perencanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi dan misi ini secara proses lahir dari
organisasi tersebut didirikan dan menjadi pedoman dalam menjalankan
organisasi. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar semua
pihak, baik internal maupun eksternal, mengetahui tujuan dari organisasi
yang didirikan.

Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari
individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai,
dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa
depan. Visi juga merupakan cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa
depan yang dibuat secara tertulis, di dalam visi biasanya terdapat pandangan
tentang arah suatu manajemen kemana arah perusahaan tersebut dibawa.

Sedangkan pengertian misi secara umum adalah segala sesuatu
(strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi
organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan
menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian
misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat
dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang
membacanya.

Dari pengertian diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2016
- 2021 memiliki visi yaitu “Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan
Mandiri Dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”,
pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat
yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya,
maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri memiliki makna

masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam
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rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi

Kabupaten Natuna Periode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut:

e Masyarakat yang Cerdas yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi
pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju
masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat
diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana
strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.

e Masyarakat yang Mandiri artinya mampu memberdayakan dan
memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang
lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata
kehidupan dan penghidupan sosial materiill maupun spiritual yang
memungkinkan setiap masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi
beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri,
keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan
oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program
pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

o Kerangka Keimanan artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna
senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang
luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-
nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan
dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah
terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga
masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk
cara berpikir, bersikap, dan berbuat.

Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia
sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan
menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman
bagi tingkah lakunya. Masyarakat berbudaya memiliki perilaku yang
dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat,
sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan

hukum yang berlaku.
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Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi
dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi
yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit
kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam
menginterprestasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya
umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif
dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus
memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap
stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 6 (enam) misi yang harus ditempuh
yaitu sebagai berikut:

a. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumberdaya Alam Potensial
Daerah;

b. Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak
Didik;

c. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir,
Nelayan dan Petani;

d. Membuka Keterisoliran Daerah/desa melalui Penyediaan Sarana dan
Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;

e. Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu
sebagai Payung Pembangunan Daerah;

f. Mewujudkan integritas aparatur pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan dan tanggungjawab terhadap misi, maka
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menitikberatkan pada misi
yang ke-6 yaitu "Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai
Pelayan Masyarakat”. Untuk mencapai visi dari Pemerintah Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
telah diformulasikan dengan menitikberatkan pada tujuannya yaitu

Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
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Program Pemerintah Daerah Pendukung Visi Misi RPJMD 2016 - 2021
Dalam mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran
pembangunan jangka menengah daerah maka strategi dijadikan sarana
untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, guna mendapatkan
“sekumpulan” program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi dan
arah kebijakan. Dengan itu, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan
optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program
daerah. Program-program pada masing-masing arah kebijakan disebut
program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara
langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program
prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran
pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti
arsitektur kinerja. Dalam mengidentifikasi program-program prioritas yang
bersifat strategis dilakukan dengan cara menganalisis strategi dan arah
kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan, kemudian dijabarkan sesuai
dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sifatnya paling krusial.
Sehingga akan terjalin keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan
program yang ditetapkan. Dengan demikian maka akan terlihat alur
keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan
pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya.
Program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan

pembangunan daerah periode 2016-2021 sebagai berikut:
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Tabel 3.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

Indikator Program

Perangkat Daerah

Meningkatnya
aktifitas ekonomi
daerah

Meningkatnya
kontribusi sektor
pertanian,kehutanan
dan perikanan

Meningkatnya
kontribusi sektor
industri pengolahan

Meningkatnya
pertumbuhan ekonomi
sektor pariwisata

S1.Pengembangan dan
penguatan potensi
ekonomi daerah

Pengembangan kawasan

Program Pengembangan Perikanan
Tangkap

Jumlah produksi perikanan tangkap
(ton)

Dinas Perikanan

Program Pengembangan Budidaya

Jumlah produksi perikanan budidaya

2. ; Dinas Perikanan
minapolitan Perikanan (ton)
Program Penataan, Penguasaan, . L . .
3. Penggunaan dan Penataan Tanah Luas kawasan industri perikanan (ha) Dinas Perikanan
4 Program Penigkatan Produksi Jumlah produksi pertanian/ perkebunan Dinas Pertanian
: Pertanian/Perkebunan (ton)
5 Program Peningkatan Penerapan Persentase kelompok peternak yang Dinas Pertanian
Pengembangan kawasan * | Teknologi Peternakan menggunakan teknologi
agropolitan i i i
grop 6. iz(;eg:s;l(;lemngkatan Produksi Hasil Jumlah populasi ternak (ekor) Dinas Pertanian
Program Peningkatan Penerapan Persentase kelompok petani yang . .
7. Teknologi Pertanian/ Perkebunan menggunakani teknologi Dinas Pertanian
Program Peningkatan Kerjasama Dinas Perindag,
8. Internasional Ekspor bersih perdagangan Koperasi dan Usaha
Peningkatan daya saing Mikro
produk dacrah P P b: Teknologi Dinas Pemberd:
rogram Pengembangan Teknologi inas Pemberdayaan
% Pedesaan Jumlah pemanfaat TTG Masyarakat dan Desa
10 ll;:i(r)lgvrv e;:;t}a’engembangan Destinasi Jumlah objek wisata unggulan yang
Pembangunan dan dikembangkan Dinas Pariwisata dan
Pengembangan Kawasan X 3 Kebud
pariwisata Program Pengembangan Pemasaran - Rata-rata lama tinggal wisatawan ebudayaan
11. | Pariwisata mancanegara

- Rata-rata lamatinggal wisatawan
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Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

Program Pembangunan Daerah

Indikator Program

Perangkat Daerah

nusantara

Program Peningkatan Pembinaan

12. | Penyelenggaraan Pemerintah, Penataan | Jumlah lahan yang dibebaskan (ha)
dan Pengembangan Wilayah
) o 13 Program Peningkatan Promosi dan Jumlah investor berskala nasional
Memngl'(at'nya nilai Peningkatan kualitas Kerjasama Investasi (PMDN/PMA) Dinas Penanaman
investasi di sektor elayanan investasi daerah i i i i ilai isasi Modal dan PTSP
potensial daerah pelay 14, Prog?am' Penlngka}tan Iklim Investasi dan | Kenaikan /penurunan nilai realisasi
Realisasi Investasi PMDN (%)
15, ls’rogzam];’erhxxilungan dan Konservasi Luas lahan konservasi
Peningkatan konservasi hutan umber Daya Alam Dinas Lingkungan
dan sumber air Hidup
16. Pr'(')gram Pengelolaan Ruang Terbuka Jumlah lokasi RTH
Hijau (RTH)
S2. Peningkatan kualitas Titac B
Menurunnya dan pengelolaan 17, | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Luas lahan yang direhabilitasi (ha)
pencemaran air lingkungan hidup Cadangan Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan
Optimalisasi pengawasan dan |3, | Program Pengendalian Pencemaran dan | Volume limbah domestik yang dibuang Hidup
E“:;lgendahan lingkungan " | Perusakan Lingkungan Hidup ke media lingkungan (m3/hari)
idup
Program Pengembangan Kinerja . .| Dinas Lingkungan
19. Pengelola Persampahan Volume sampah yang diangkut perhari Hidup
Meningkatnya IPM
20. | Program Pendidikan Anak Usia Dini Eersentase PAUD berakreditasi minimal
S3. Pemerataan dan Peninglatan mutu, sarana dan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar | Persentase SD/MI dan SMP/MTs Dinas Pendidikan,
iy i prasarana pelayanan 21 Sembilan Tahun berakreditasi minimal B Kepemudaan dan
Meningkatnya kualitas | Peningkatan kualitas pendidikan Olahraga
pendidikan pelayanan pendidikan 2 Program Manajemen Pelayanan Jumlah pelayanan data pendidikan,
" | Pendidikan kepemudaan dan olah raga
Peningkatan kualitas dan 23. | Program Peningkatan Mutu Pendidikan | Rata-rata nilai UASBN dan UN Dinas Pendidikan,

kesejahteraan tenaga pendidik

Kepemudaan dan
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Program Perangkat Daerah
Olahraga
24 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan | Nilai rata-rata uji kompetensi guru
" | Tenaga Kependidikan (UKG)
Program Pengadaan, Peningkatan dan
25 Perbaikan Sarana dan Prasarana Persentase aksesibilitas fasilitas
" | Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan pelayanan kesehatan di desa
Peningkatan kualitas sarana Jaringannya Dinas Kesehatan,
10. | dan prasarana kesehatan Pengendalian
secara merata Program Pemeliharaan Sarana dan ) Penduduk dan KB
26 Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Sarana dan prasarana rumah sakit yang
* | Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah terpelihara
Sakit Mata
Peningkatan pemenuhan Dinas Kesehatan,
11. s P 27. | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase obat yang memenuhi syarat | Pengendalian
kebutuhan obat masyarakat
Penduduk dan KB
Jumlah tenaga penyuluh kesehatan yang
ditingkatkan
Kapasitasnya i
. . . . 12 Peningkatan promosi 28 Program Promosi Kesehatan dan P 4 - l]’)elﬁaserléizsl‘i::r?tan,
Meningkatnya derajat | S4. Peningkatan Kualitas ‘| kesehatan " | Pemberdayaan Masyarakat Pers_gntase kecamatan yang mempunyai &
kesehatan masyarakat | Pelayanan Kesehatan kebijakan PHBS Penduduk dan KB
Persentase rumah tangga yang ber
PHBS
Persentase ketersediaan alkes di
pelayanan kesehatan dasar
Persentase ketersediaan biaya rutin
29. | Program Upaya Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Perbaikan sistem dan akses Persentase kepesertaan jaminan Dinas Kesehatan,
13. | pelayanan kesehatan kesehatan Pengendalian
masyarakat Cakupan Puskesmas yang memiliki Penduduk dan KB
kapasitas penanganan HIV AIDS
30 Program Pencegahan dan Persentase bayi usia 0-11 bulan yang

Penanggulangan Penyakit Menular

mendapat imunisasi dasar

Persentase penanggulangan penyakit
menular
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Program Perangkat Daerah
Proporsi jumlah kasus tubercolosis yang
terdeteksi dalam program DOTS (CDR)
3] Program Peningkatan Kualitas dan Persentase lulusan pelatiham yang
. . " | Produktivitas Tenaga Kerja ditempatkan . .
14 Peningkatan kualitas tenaga Dinas Tenaga Kerja
| kerja sesuai potensi daerah dan Transmigrasi
32. | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Angka partisipasi angkatan kerja
. Dinas Perindag,
33. Program Pengembangan K'ewu‘ausahaan Jumlah wirausaha Koperasi dan Usaha
Meningkatnya kualitas | S5. Peningkatan dan dan Keunggulan Kompetitif UMKM Mikro
daya saing tenaga Perluasan Kesempatan
kerja Kerja P K K
quembangan kemampuan Dinas Sosial,
15. ker'Ja dan berusaha ) 34 Program Peningkatan Peran Serta dan Partisipasi anekatan keria perempuan Pemberdayaan
(wirausaha) berperspektif " | Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan P & Jap P Perempuan,
gender Perlindungan Anak
Cakupan kasus anak korban kekerasan Dinas Sosial,
Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan
35. yang mendapatkan layanan bantuan
Pengarusutamaan Gender dan Anak hukum Perempuan,
Perlindungan Anak
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
36 Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Jumlah PMKS yang mendapat bantuan . .
Perbaikan masalah " | Penyandang Masalah Kesejahteraan kesejahteraan sosial (jiwa) Dinas Sosial,
16. | kesejahteraan sosial Sosial (PMKS) Lainnya Pemberdayaan
masyarakat - Persentase PMKS yang memperoleh Pergmpuan,
Program Pelayanan dan Rehabilitasi . Perlindungan Anak
. 37. . . bantuan sosial untuk pemenuhan
Meningkatnya S6. P Kesejahteraan Sosial
kesejahteraan . ercepataE " kebutuhan dasar
masyarakat pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial,
33 Program Pemberdayaan Kelembagaan Jumlah Potensi dan Sumber Pemberdayaan
Pengembangan dan ) " | Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perempuan,
17. pembaniunan_ellzlpnoml Perlindungan Anak
masyarakat miskin
Program Penanganan Daerah Rawan Dinas Ketahanan
39. Angka rawan pangan

Pangan

Pangan
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Program Perangkat Daerah
Program Peningkatan Efisiensi I
Pengembangan sentra 40. Perdagangan Dalam Negeri Kontribusi PDRB sektor perdagangan Dinas Perindag,
18. | produksi Industri pengolahan Koperasi dan Usaha
(kawasan industri) 41 g;cr)lgﬁ::l:fgniembangan Industri Kecil Kontribus PDRB Sektor Industri Mikro
0 Program Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga ekonomi desa yang
Penguatan kelembagaan " | Ekonomi Pedesaan mandiri Dinas Pemberd
19. | Badan Usaha Milik Desa Ml nas ;km t Zr a)]/)aan
S7. Pengembangan (BUMDes) 5 Program Peningkatan Keberdayaan Jumlah pemberdayaan masyarakat asyaraxat dan Lesa
ekonomi kerakyatan " | Masyarakat Pedesaan perdesaan
44. f;gﬁ;g}ii:f:ﬁbangan Sentra-Sentra Jumlah rata-rata produksi IKM
i Kl i Dinas Perindag
Pembentukan Sentra Usaha Program Penciptaan iklim Usaha Kecil > >
20. ekonomi masyarakat 45. Menengah yang Kondusif Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Koperasi dan Usaha
Mikro
46 Program Pengembangan Sistem Jumlah produk unggulan UMKM
" | Pendukung Usaha Bagi UMKM
47, gz(t)ag;?m Peningkatan Kesejahteraan Nilai tukar petani (NTP)
1l:/[en_l::ﬁkatnya ) i& };efngfsmbangan o1 Optlmgllsas1 kelembagaan Dinas Pertanian
esejahteraan petani gribisnis pertanian 18 Program Pemberdayaan Penyuluh Sumlah venvuluh bersertifikat
" | Pertanian/ Perkebunan Lapangan penyu
Dinas Pekerjaan
22. Pelmbll(lk?(an dan perlgaslgn 49. JProgg am Pembangunan Jalan dan Panjang jalan baru yang dibangun Umum dan Penataan
Meningkatnya . Jalan ke kawasan terisolir embatan Ruang
i S9. Peningkatan akses ke
konektivitas o
kecamatan/desa kawasan terisolir Dinas Pekerjaan
23 Peningkatan kualitas dan 50, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jumlah ruas jalan yang dipelihara Umum dan Penataan

kapasitas jalan dan jembatan

Jalan dan Jembatan

Ruang

| Laporan Tahunan 2021




Renstra BPKAD 2016 - 2021

Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Program Perangkat Daerah
51. | Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Pan]a'n'gja'l an dan jembatan dalam
kondisi baik
52 Program Pembangunan Saluran Drainase | Persentase saluran drainase yang
" |/ Gorong-gorong berfungsi dengan baik
Program Pengadaan Sarana dan Pasarana | Persentase desa yang menerima bantuan
53. | Transportasi Darat Antar Desa di Daerah | moda angkutan barang dan angkutan Dinas Perhubungan
24 Peningkatan konektivitas antar Tertinggal penumpang
* | wilayah
54 Program Pembangunan Prasarana dan Persentase sarana dan prasarana Dinas Perhubungan
" | Fasilitas Perhubungan perhubungan yang baik e
Penyediaan transportasi antar Program Pembaneunan Sarana dan
25. | pulau/desa/ 55. ST g Jumlah Angkutan Darat/Laut /udara Dinas Perhubungan
Prasarana Perhubungan
kecamatan/kawasan
Meningkatnya
konektivitas pusat- S10. Peningkatan akses Program Peningkatan Pelayanan .
pusat pertumbuhan ke kawasan ekonomi Penyediaan infrastruktur 56. Angkutan Jumlah orang dan barang yang diangkut
ekonomi daerah 2. kepelabuhan seperti kapal Program Pengadaan Sarana dan . Dinas Perhubungan
angkutan barang dan . Persentase kecamatan yang menerima
dai 57 Prasarana Perhubungan Transportasi bantuan moda anekutan barane dan
penumpang yang memadat " | Kepulauan Antar Desa/Pulau-pulau Kecil Lt & g
di Daerah Tertinggal angkutan penumpang
Satpol PP,
Penanggulangan
53 Program Peningkatan Keamanan dan Rasio Pos Siskamling per jumlah Ben caigudang
" | Kenyamanan Lingkungan desa/kelurahan Kebakaran
Meningkatnya S.11 Peningkatan kualitas Peningkatan pelayanan
keamanan dan kehidupan beragama dan |27. |Keamanan, Ketertiban dan
ketertiban lingkungan | budaya lokal Ketentraman Masyarakat Satpol PP,
P Pemelih Kantrantib Penanggulangan
59, | rogram Femeliaraan antrantismas Persentase penegakan Perda Bencana dan
dan Pencegahan Tindak Kriminal Kebakaran
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Program Perangkat Daerah
Optimalisasi peran
28, kelembagaan buday.a dan 60. | Program Pembinaan Keagamaan Persentase pembinaan sosial budaya Sekrt?tarlat Daerah
agama dalam pembinaan dan kemasyarakatan (Bagian Kesra)
masyarakat
X . 61. |Program Pengembangan Nilai Budaya JL}mlah nilai budaya yang
Pelestarian Benda, Situs dan dikembangkan . ..
Dinas Pariwisata dan
29. | Kawasan Cagar Budaya dan Kebudayaan
karya sastra kuno 62. | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah kekayaan budaya yang dikelola
Terwujudnya
kesadaran berbudaya
1 4 Pengembangap peran lembaga Program Pengelolaan Keragaman Benda, situs dan kawasan cagara Dinas Pariwisata dan
melayu 30. |kebudayaan di setiap 63. . .
Budaya budaya yang dilestarikan Kebudayaan
kecamatan
Peninglatan promost, . Program Pengembangan Kerjasama Penyelenggaraan festival seni dan Dinas Pariwisata dan
31. |penyelenggaraan festival seni | 64.
Pengelolaan Kekayaan Budaya budaya Kebudayaan
budaya
. . . . Badan Kepegawaian,
Peningkatan pengawasan 65 Program Peningkatan Kompetensi Persentase peningkatan kompetensi Pendidikan dan
1. ir}terr}al untuk mendukung Aparatur aparatur Pelatihan
. kinerja penyelenggaraan - — - -
Terwujudnya Pemerintahan Daerah Program Peningkatan Akuntabilitas Persentase Hasil Pemeriksaan yang
;i 66. Lo . o Inspektorat
pemerintahan yang Kinerja ditindaklanjuti
bersih
Program Peningkatan dan Persentase laporan keuangan PD yang | Badan Pengelolaaan
Pengelolaan keuangan daerah . .
33. ane akuntabel 67. | Pengembangan Pengelolaan Keuangan sesuai dengan standar akuntansi Keuangan, Pendapatan
S12. Reformasi Birokrasi yang Daerah keuangan yang berlaku dan Aset Daerah
Meningkatnya kinerja Pemanfataan teknologi
dan alfunt.abllltas 34, informasi dalam pelayanan 63, Program 'Pengemba'ngan Komunikasi, Jumlah website perangkat dacrah Dinas Kgmunlkasu dan
organisasi masyarakat dan kinerja Informasi dan Media Massa Informatika
aparatur
. . . . Sekretariat Daerah
Meningkatnya kualitas Penerapan standar pelayanan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan . .
layanan publik 35. (SP) sesuai dengan SPM 69. Publik Persentase PD yang melaksanakan SPM | (Bagian Organisasi

dan Tatalaksana)
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Sasaran Strategi Arah Kebijakan Program Pembangunan Daerah Indikator Program Perangkat Daerah
Persentase kelulusan peserta Diklat PIM
11l dan IV yang lulus sekali ujian
Persentase kelulusan peserta diklat Badan K. .
Peningkatan kapasitas dan Program Pembinaan dan Pengembangan | teknis adan Aepegawaian,
36. kemampuan aparatur PD 70. Aparatur Pendidikan dan
P P P Persentase kelulusan peserta diklat Pelatihan
fungsional
Persentase Widyaiswara yang
memenuhi syarat kompetensi
Meningkatnya kualitas . . Optimalisasi pelaksanaan Program Perencanaan Pembangunan Persentase Penjabaran Program RPJMD
Peningkatan kualitas . . 71. Daerah kedalam RKPD Badan Perencanaan,
pelaksanan . . pengendalian dan evaluasi ..
pengendalian dan evaluasi | 37. o - — — Penelitian dan
perencanaan pembangunan dacrah kebijakan pembangunan 72. | Program Pengendalian Perencanaan Persentase rekomendasi hasil evaluasi | pengembangan Daerah
pembangunan daerah Pembangunan Daerah pembangunan daerah yang diakomodir
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Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi tersebut diatas
telah diformulasi program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada
perencanaan pembangunan daerah periode 2016-2021, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna menetapkan Program
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah” dengan
Indikator Program (Outcame) “Persentase laporan keuangan perangkat
daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku”, untuk
lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi
RPJMD 2016-2021 Kabupaten Natuna dapat dilihat pada Tabel di bawah

ini:
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Tabel 3.2
Program Prioritas Pendukung Visi Misi RPJIMD
Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

Misi, Tujuan, Sasaran Indikator Program Kondisi Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Kondisi Kinerja pada
Kode Program (Outcome) Kinerja Awal 2017 2018 2019 2020 2021 Akhir RPJMD
RPJMD 2016 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
Program Peningkatan | Persentase laporan
3.02.17 | dan  Pengembangan | keuangan perangkat 100% 100% 2.836.853 | 100% | 2.779.482 | 100% | 2.510.000 | 100% | 3.910.000 | 100% | 4.774.000 | 100% | 16.810.335
Pengelolaan Keuangan | daerah yang sesuai
Daerah dengan SAP
Jumlah 100% 100% 2.836.853 | 100% 2.779.482 | 100% 2.510.000 | 100% 3.910.000 | 100% 4.774.000 | 100% 16.810.335

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Lampiran VII
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Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD 2016 - 2021 yang

disertai pendanaannya

Dalam mendukung RPJMD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah melaksanakan beberapa program dengan rincian sebagai berikut:

1.

2
3
4.
5

10.
11.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan;

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah;
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah;
Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah;

Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selanjutnya akan disajikan indikasi rencana program prioritas

sebagaiman terlampir dalam tabel dibawah ini:

| Laporan Tahunan 2021



Renstra BPKAD 2016 - 2021

Tabel 3.3

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya

Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

dalam ribuan

3.02.01. |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;‘;’:‘g:t:;‘a'i" Pelayanan Administrasi 12 Bulan | 12 Bulan 2,236,643 12 Bulan 1,917,200 | 12 Bulan 2,067,200 | 12 Bulan 2,067,200 12 Bulan 2,353,200 | 60 Bulan | 10,641,443
3.02,02, [Program Peningkatan Sarana dan Prasarana [Persentase Ketersediaan Sarana dan 60 % 65% 349,000 |  65% 219,000  70% 219,000 |  70% 219,000 |  75% 219,000  75% 1,225,000
Aparatur Prasarana Aparatur
3.02.03. |Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kehadiran Pegawai 85% 85% 75,000 90% 120,000 90% 120,000 95% 120,000 95% 120,000 95% 555,000
3.02.05. ;’a"gara:‘pa')::'"gkata“ Kapasitas Sumber Persentase Aparatur yang Bersertifikasi 50% 55% 170,000 | 60% 170,000 |  65% 170,000 | 70% 170,000 | 75% 170,000  75% 850,000
Y ratur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem BB/ BB/ B8/ B8 /
3.02.06. [Pelaporan Predikat / Nilai Akuntabilitas B/68,35 | 5400 120,000 | 4 0 100,000 [ ,¢'oo 120,000 | g 00 120,000 | A /80,00 120,000 | A/ 80,00 580,000
Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Mempertahankan Fungsi Sarana dan
3.02.17. |Pengelolaan Keuangan Daerah Prasarana Aplikasi 2 Aplikasi | 2 Aplikasi 595,360 | 2 Aplikasi 540,000 | 2 Aplikasi 640,000 | 2 Aplikasi 740,000 | 2 Aplikasi 640,000 | 2 Aplikasi 3,155,360
Keuanggan Daerah
o WTP/ WTP/ WTP/ WTP/ WTP/ WTP/ WTP/
Opini Audit PBK 100 % 100 % 1,435,000 0% 1,785,113 | o0t 690,000 [ oo 990,000 | oo 690,000| 0% 5,500,113
Persentase laporan keuangan perangkat
daerah yang sesuai dengan standar 100% 100% 1,116,493 | 100% 1,014,482 | 100% 1,490,000 [  100% 2,490,000 100% 3,754,000 [ 100% 9,864,975
akuntansi keuangan yang berlaku
3.02.32. Program Peningkatan Pendapatan Asli Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi 16 16 700,000 17 600,000 17 600,000 17 600,000 18 600,000 18 3,100,000
Daerah Daerah
Jumlah Objek Pajak 548 603 2,055,280 663 1,615,000 | 729 2,069,595 [ 802 2,269,595 857 2,069,595 857 10,079,065
Ezr:rear:ase PAD Terhadap Penerimaan 4,40 % 4,65 % 400,000 | 4,92 % 400,000 | 4,69 % 400,000 | 5,05 % 400,000 | 5,64 % 400,000 | 5,64 % 2,000,000
Persentase Peningkatan PAD 10 10 344,360 | 10 365,000 10 570,000 | 20 570,000 | 30 570,000| 30 2,419,360
P Pel Administrasi K
3.02.52. Dr:srr:: eayanan Administrasi Keuangan [ i administrasi keuangan daerah 12 Bulan | 12 Bulan 1,230,190 | 12 Bulan 1,450,000 | 12 Bulan 1,200,000 | 12 Bulan 1,200,000 12 Bulan 1,350,000 | 60 Bulan 6,430,190
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Persentase aparatur keuangan yan
3.02.53. |Pengelola pa gan yang 80% 80% 850,000|  80% 600,000|  85% 800,000|  90% 800,000 100% 800,000 100% 3,850,000
berkompetensi
Keuangan Daerah
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Renstra BPKAD 2016 - 2021

Program Peningkatan Kinerja dan Informasi

3.02.56. |Keuangan Persentase LHP yang ditindak lanjuti 84.71 84.71 200,200 100 309,100 100 309,100 100 309,100 100 309,100| 100 1,436,500
Daerah
Persentase Kinerja Keuanggan Daerah 60% 80% 250,000  80% 250,000  82% 250,000  84% 250,000  86% 250,000  86% 1,250,000
Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Keberadaan Inventaris Aset
3.0257. |9 g 9 93" Igarang Milik 40% 2% 1,909,000  44% 1,400,000 |  46% 1,400,000  48% 1,200,000  50% 1,200,000  50% 7,109,000
Penatausahaan Aset Daerah
Daerah
Z:z:’:asepengama"a"bara"g milik 40% 2% 200,000  44% 100,000  46% 100,000|  48% 100,000  50% 150,000|  50% 650,000

Sumber : RPJMD Kabupaten Natuna 2016 - 2021

Lampiran VIII
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Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas

Tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja
sasaran sebagai tolok ukur kinerja dan program dan kegiatan prioritas
tertuang di  dalam Renstra. Tujuan merupakan penjabaran dan
operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan
dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun
berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi
dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang
dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari
tujuan. Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan
bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat
menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat
menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan
kinerja organisasi. Berikut disajikan Matrik Renstra Perangkat Daerah

sebelum dan sesudah perubahan pada tabel dibawah ini:
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1. Meningkatnya 1. Ketepatan
ketepatan waktu waktu
penyusunan penyusunan
RAPBD; 2. RAPBD; 2. Opini
Meningkatnya BPK RT

Optimalisasi kualitas laporan Terhadap

b Laporan

K dan As intah

Daerah. daerah; 3. Daerah; 3.
Meningkatnya Persentase
penatausahaan | kesesuaian data
aset daerah rincian total
sesuai dengan BMD dengan
peraturan aktiva tetap di
perundang- neraca
undangan pemerintah

kabupaten

Tabel 3.4

Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Sebelum Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

[Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi

3.02.01.  |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran perkantomn 12Buan | 12Buan | 2236643 12Buan | 1,917,200 12Buan |  2,067,200] 12Buian [  2,067,200| 12Buan | 2,353,200 60Buan | 10,641,443 BPKAD
302,02, |Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Ketersediaan Sarana dan 60 % 65% 349,000  65% 219,000  70% 219,000  70% 219,000  75% 219,000  75% 1,225,000 BPKAD
|Aparatur Prasarana Aparatur
3.02.03.  |Program Peningkatan Disipiin Aparatur Persentase Kehadiran Pegawai 85% 85% 75,000 90% 120,000(  90% 120,000 95% 120,000|  95% 120,000(  95% 555,000 BPKAD
3.02.05. ;"’i’a"’tumr Peningkatan Kapasitas Sumber Daya oo o1tace Aparaturyang 50% 55% 170,000 60% 170,000)  65% 170,000 70% 170000 75% 170000  75% 850,000 BPKAD
3.02.06. |Program Peningkatan Pengembangan Sistem Predikat / Nilai Akuntabiltas B/6835 | BB/74,00 120,000( BB / 76,00 100,000( BB / 76,00 120,000 88 / 76,00 120,000 A/ 80,00 120,000 A/ 80,00 580,000 BPKAD
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peni dan Fungsi Sarana dan
3.02.17.  |Pengelolaan Prasarana Aplikasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi 595,360| 2 Aplikasi 540,000| 2 Aplikasi 640,000| 2 Aplikasi 740,000| 2 Aplikasi 640,000| 2 Aplikasi 3,155,360 BPKAD
Keuangan Daerah Keuanggan Daerah
- WTP/ WTP/ WTP/ WTP/ WTP/ WTP/ WTP/
Opini Audit PBK 100 1000 1435000 o L7esa| ot 690,000 o 990,000 0B 690,000 o 5,590,113 BPKAD
Persentase laporan keuangan perangkat
daerah yang sesuai dengan standar akuntansi | 100% 100% 1,116,493  100% 1,014,482  100% 1,490,000  100% 2,490,000  100% 3,754,000  100% 9,864,975 BPKAD
keuangan yang berlaku
3.02.32. | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ‘g'a’:f;: dan Macam Pajak dan Retrious! 16 16 700,000 17 600,000 17 eo0000| 17 sog000| 18 eoo,000| 18 3,100,000 BP2RD
Jumiah Objek Pajak 548 603 2055280| 663 L615000| 729 2069595 802 2269595 | 857 2069595 | 857 10079065 BP2RD
Persentase PAD Terhadap Penerimaan Daerah| 4,40 % 465% 400,000| 492% 400,000| 469 % 400,000  5059% 400,000| 564 % 400,000| 564 % 2,000,000 BP2RD
Persentase Peningkatan PAD 0 10 360 10 365000 10 s7000| 20 sm000| 30 smo00| 30 2,419,360 BP2RD
3.02.52. Program % Daerah |Tertib i keuangan daerah 12 Bulan 12 Bulan 1,230,190| 12 Bulan 1,450,000| 12 Bulan 1,200,000| 12 Bulan 1,200,000| 12 Bulan 1,350,000 60 Bulan 6,430,190 BPKAD
3.02.53.  |Prodram Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola [ Persentase aparatur keuangan yang 80% 80% 850,000  80% 600,000 5% 800,000  90% 800,000  100% 800,000  100% 3,850,000 BPKAD
Keuangan Daerah berkompetensi
3.02.56. ;’eﬁ':g‘a:%"ai'ef::m" Kinerja dan Informasi Persentase LHP yang ditindak lanjuti 8471 84.71 200,100[ 100 309,100[ 100 309,100[ 100 309,100 100 309,100| 100 1,436,500 BPKAD
Persentase Kinerja Keuanggan Daerah 60% 80% 250,000 80% 250,000 82% 250,000 84% 250,000 86% 250,000  86% 1,250,000 BPKAD
3.02,57. |Program Peningkatan dan Pengembangan Persentase Keberadaan Inventaris Aset 40% 2% 1,909,000 4% 1,400,000  46% 1,400,000  48% 1,200,000  50% 1,200,000  50% 7,109,000 BPKAD
Penatausahaan Aset Daerah Barang Milik Daerah
Persentase pengamanan barang millk daerah 0% 2% 200,000 44% 100,000(  46% 100,000 48% 100,000|  50% 150,000(  50% 650,000 BPKAD

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021
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Terwujudnya
penatausahaan
keuangan
daerah sesuai
peraturan
perundangan
yang berlaku.

Meningkatnya
kualitas
laporan
keuangan
pemerintah
daerah dan
akuntabilitas
kinerja

Opini BPK
Terhadap
Laporan
Keuangan
Daerah

Tabel 3.5

Program / Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah 2017 - 2021 (Setelah Perubahan)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

[ Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi

12 Bulan

12 Bulan

30201 |program Pelayanan Administrasi Perkantoran koo 2,236,643 | 12Bulan 1917,200 | 12 Bulan 2,067,200 | 12 Bulan 2,067,200 | 12 Bulan 2,353,200 | 60 Bulan 10,641,443 BPKAD
30200, |7o0ram Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Ketersediaan Sarana dan 60 % 65% 349,000 | 65% 219,000 | 70% 219,000 | 70% 219,000 | 75% 219,000 | 75% 1,225,000 BPKAD
0202 |aparatur Prasarana Aparatur
30203, |program Peningkatan Disipiin Aparatur Persentase Kehadiran Pegawai 85% 85% 75,000 [ 90% 120,000 [ 90% 120,000 [ 95% 120,000 | 95% 120000 | 95% 555,000 BPKAD
3.02.05 P“’g":'“ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Aparatur yang Bersertifikasi 50% 55% 170,000 60% 170,000 65% 170,000 70% 170,000 75% 170,000 75% 850,000 BPKAD
0205, faparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Predikat / Nilai Akuntabilitas B/ 68,35 B8/ 74,00 120,000 | BB/ 76,00 100,000 | BB /76,00 120,000 | BB/ 76,00 120,000 | A /80,00 120,000 | A /80,00 580,000 BPKAD
3.02.06. Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Mempertahankan Fungsi Sarana dan
Prasarana Aplikasi 2 Aplikasi 2 Aplikasi 595,360 | 2 Aplikasi 540,000 | 2 Aplikasi 640,000 | 2 Aplikasi 740,000 | 2 Aplikasi 640,000 | 2 Aplikasi 3,155,360 BPKAD
Keuanggan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan - we Wre/ Wre/ Wi/ Wi/ Wi/ Wre/
oy, |Penoclosan Opini Audit PBK 1009 100% 1,435,000 | 000 1785113 | o0 690,000 | 1005 990,000 [ o0, 690,000 | 000 5,590,113 BPKAD
0217 fxeuangan Daerah
Persentase laporan keuangan perangkat daerah
yang sesuai dengan stendar akuntansi keuangan 100% 100% 1116493 [ 100% 1014482 [ 100% 1,490,000 | 100% 2,490,000 | 100% 3,754000 | 100% 9,864,975 BPKAD
yang berlaku
Jumlah den Macam Pajak dan Retribusi % % 05,000 ” son000 P,
Daerah
Jumlah Objek Pajak 548 603 2,055,280 663 1,615,000 BP2RD
3.02.32. | Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Terhadsap Penerimaan D: 440 % 465% 400000 | 492% 400,000 BP2RD
Persentase Peningkatan PAD 10 10 344,360 10 365,000 BP2RD
30252 |program Peiayanan Administrasi Keuangan Daerah [Tertib administrasi keuangan daerah 12 Bulan 12 Bulan 1,230,190 | 12 Bulan 1,450,000 | 12 Bulan 1,200,000 | 12 Bulan 1,200,000 | 12 Bulan 1,350,000 | 60 Bulan 6,430,190 BPKAD
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Persentase aparatur keuangan yang 80% 80% 850,000 80% 600,000 85% 800,000 90% 800,000 100% 800,000 100% 3,850,000 BPKAD
3.02.53. Keuangan Daerah berkompetensi
Persentase LHP yang ditindak lanjuti 8471 84.71 200,100 100 309,100 100 309,100 100.0 309,100 100 309,100 100 1,436,500 BPKAD
Program Peningkatan Kinerja dan Informasi
3.02.56.  |Keuangan Daerah
Persentase Kinerja Keuanggan Daerah 60% 80% 250,000 | 80% 250,000 | 82% 250,000 | 84% 250,000 | 86% 250,000 | 86% 1,250,000 BPKAD
:ZZZ’;'%E;;:Z::T“ Inventaris Aset 40% 2% 1,909,000 44% 1,400,000 6% 1,400,000 48% 1,200,000 50% 1,200,000 50% 7,109,000 BPKAD
Program Peningkatan dan Pengembangan
3.02.57. |penatausahaan Aset Daerah
Persentase pengamanan barang milik daerah 40% 2% 200,000 | 44% 100,000 | 46% 100,000 [ 48% 100,000 | 50% 150000 [ 50% 650,000 BPKAD

Sumber : Renstra BPKAD 2016 - 2021
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BAB 1V
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 3 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi

Tahun 2019, 2020 dan 2021)

Sistem perencanaan dan penganggaran secara regulasi telah mengalami
beberapa kali perubahan dalam penerapannya. Dari mulai menggunakan
pendekatan tradisional hingga menjadi penganggaran berbasis kinerja (PBK).
Perubahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam penerapan
Penganggaran Berbasis Kinerja terus melakukan perbaikan salah satunya melalui
penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut
bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sudah
seharusnya proses perencanaan anggaran dengan cara melakukan benchmarking
terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk mendapatkan
best practices yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi
antara satkeholder diharapkan dapat menciptakan perencanaan dan penganggaran
yang berkualitas. Sejalan dengan itu, evaluasi kinerja di Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah dalam mencapai visi dan misi menjadi faktor utama
yang bukan hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran. Untuk lebih jelasnya

dapat dilhat dalam tabel dibawah ini:
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Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

Input/ Output/

No URAIAN Satuan Anggaran Realisasi Capaian
Outcome
1 2 3 4 5 6 7
[ O [Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.014,606,040.00 2,787,928,740.00| 9248
01.01. Penyediaan jasa surat menyurat Input Rupiah 45,000,000.00 45,000,000.00 100.00
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.02.  |Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Input Rupiah 318,150,000.00 159,867,500.00 50.25
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.08.  |Penyediaan jasa kebersihan kantor Input Rupiah 110,000,000.00 108,549,000.00 98.68
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.10. Fenyediaan alat tulis kantor Input Rupiah 150,000,000.00 149,916,000.00 99.94
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.11. henyediaan barang cetakan dan penggandaan Input Rupiah 267,500,000.00 267,363,500.00 99.95
| Output Bulan 12 12 100.00
I_ Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.13.  |Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input Rupiah 343,800,000.00 330,183,500.00 96.04
Output Unit 40 40 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.15. |Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tnput Rupiah 65,000,000.00 39,156,000.00 60.24
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.17. Penyediaan makanan dan minuman Input Rupiah 125,000,000.00 119,640,000.00 95.71
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.18. ﬁapa{—rapa( koordinasi dan konsultasi keluar daerah Input Rupiah 600,100,000.00 596,139,980.00 99.34
Output Kali 34 40 117.65
Outcome Persen 100.00 117.65 117.65
01.19. I i jasa tenaga duk i/teknis perkantoran Input Rupiah 703,826,040.00 687,920,160.00 97.74
Output Orang 36 36 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
01.20. ﬁapa{—rapa( koordinasi dalam daerah Input Rupiah 286,230,000.00 284,193,100.00 99.29
Output Kali 40 35 87.50
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 330,500,000.00 328,836,900.00 99.50
02.16. | Penyediaan gedung/gudang kantor Tnput Rupiah 52,500,000.00 52,500,000.00 100.00
Output Gedung T T T00.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
02.24. P it rutin/berkala kend dinas/operasional Input Rupiah 192,800,000.00 191,506,900.00 99.33
Output Unit 22 22 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
02.26. P it rutin/berkala perlengk gedung kantor Input Rupiah 85,200,000.00 84,830,000.00 99.57
Output Unit 32 32 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
05. Program Peni. Kapasitas Sumber Daya Aparatur 135,000,000.00 92,468,540.00 68.50
0504, |Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Thput Rupiah 735,000,000.00 2,468,540.00 68.50
Output Orang 15 15 100.00
Outcome Persen 65.00 65.00 100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
06.  |Kinerja dan 104,616,000.00 94,871,117.00 90.69
06.01. | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tnput Rupiah 104.616,000.00 94.871,117.00 90.69
Output Laporan 3 3 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
17. Program Peni dan P P K 7,561,017,000.00 7,099,734,186.00 93.90
Daerah
17.06.  |Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Input Rupiah 1,379,850,000.00 1,343,360,073.00 97.36
Output Perda 1 1 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
17.07. |Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dacrah Tnput Rupiah 1,337,900,000.00 1,298,940,077.00 97.00
Output Perda 1 1 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Komputerisasi Pelaporan Akuntansi .
17.10. . Input Rupiah 519,630,000.00 484,457,257.00 93.23
Pemerintah
Output Aplikasi 1 1 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan .
1711, keuangan Input Rupiah 689,470,000.00 630,705,739.00 91.48
‘Output “Aplikasi T T 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
T7.18. | Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tnput Rupiah 572,450,000.00 516,278,722.00 90.19
Output Laporan 3 3 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
17.27. Validasi data laporan keuangan daerah Input Rupiah 865,902,000.00 831,342,933.00 96.01
Output Kegiatan 1 1 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
17.75. |Rekonsiliasi data pajak Input Rupiah 354,512,000.00 307,108,644.00 86.63
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
17.92.  |Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah Input Rupiah 1,841,303,000.00 1,687,540,741.00 91.65
Output Aplikasi 5 5 100.00
Outcome Persen 100.00 100.00 100.00
52 Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 1,532,782,000.00 1,524,806,585.00 99.48
_Iﬁem_ Tnput Rupiah 278,250,000.00 271,479.828.00 97.57
| Output Bulan 12 12 100.00
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No URAIAN Input/ Output/ | g, an Anggaran Realisasi Capaian
Outcome
1 2 3 4 5 6 7
Outcome Persen 90.00 100.00 111.11
52.02.  |Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D Input Rupiah 394,500,000.00 394,211,000.00 99.93
Output Bulan 12 12 100.00
Outcome Persen 90.00 100.00 L1111
52.06. R iliasi dan Si isasi Data K n Input Rupiah 860,032,000.00 859,115,757.00 99.89
Output Kali 4 4 100.00
Outcome Persen 90.00 100.00 111.11
53. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan 82,450,000.00 74,162,784.00 89.95
Doocoh
53.03. Bimbingan teknis pengelolaan barang daerah Input Rupiah 82,450,000.00] 74,162,784.00f 89.95
Output Orang 80 80 100.00
Outcome Persen 85.00 85.00 100.00
56. Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah 816,606,000.00| 660,434,373.00) 80.88
56.02. Penyusunan laporan keuangan slerri::itgnldan laporan realisasi anggaran nput Rupiah 321,860,000.00 220,880,246.00 65.63
Output Laporan 1 1 100.00
Outcome Bulan 100.00 100.00 100.00
56.03. Peningkatan laporan dan Kinerja keuangan daerah 494,746,000.00] 439,554,127.00] 88.84
Output SKPD 45 45 100.00
Outcome Persen 80.00 80.00 100.00
57. Program Peni dan P P Aset 2,221,419,000.00 1,991,475,838.00 89.65
Daerah
57.02. Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Input Rupiah 166,078,000.00f 147,204,080.00f 88.64
Output Laporan 1 1| 100.00
QOutcome Persen 46.00 46.00 100.00
57.03. Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah Input Rupiah 276,242,000.00] 218,088.552.00' 78.95
Output Laporan 1 1] 100.00
Outcome Persen 46.00 46.00 100.00
57.04. Pengamanan dan monitoring barang milik daerah Input Rupiah 312,982,000.00] 267,730,385.(ﬂ 85.54
Output Taporan 1 | 100.00
Outcome Persen 46.00 50.00 108.70
57.05. Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna Input Rupiah 653,187,000.00] 602,992,739.00) 92.32
Output Kali 1 1] 100.00
Outcome Persen 46.00 46.00 100.00
57.06. Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Input Rupiah 211,216,000.00] 197,396,000.00] 93.46
Output Laporan 1 | 100.00
Outcome Persen 46.00 50.00 108.70
57.08. Appraisal Aset / Barang Daerah Input Rupiah 336,327,000.00] 326,978,484.00} 97.22
Output Kegiatan 1 1| 100.00
Qutcome Persen 46.00 50.00 108.70
57.09. Penyusunan ]aeoran mutasi barang milik daerah I_nPul Rw 265,387,000.00] 231,085,598.00} 87.07
Output Laporan 1 1 100.00
Outcome Persen 46.00 46.00 100.00
15,798,996,040.00 14,654,719,063.00 92.76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2019

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2019 pada tabel diatas,
penyerapan anggaran program dan kegiatan di Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah sebesar Rp14,654,719,063.00 atau 92,76% dari yang dianggarkan
yaitu sebesar Rp 15,798,996,040.00, target output dan outcome sesuai dengan
yang direncanakan. Sisa anggaran sebesar 6,24% merupakan penghematan dari
anggaran dan secara target kinerja telah terpenuhi.

Sedangkan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp12.859.426.739,00
atau sebesar 91,19% dari pagu anggaran yaitu sebesar Rp14.102.106.598,00.
Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya penyerapan anggaran turun sekitar
1,57%  namun dari sisi alokasi turun jika dibandingkan dengan tahun
sebelumnya. Namun hal ini tidak menjadi kinerja yang sudah ditetapkan dari
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi tidak optimal, justru secara
output dan outcome semua sudah terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:
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Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

Input/ Output/

No URAIAN Satuan Anggaran Realisasi Capaian
Outcome
1 2 3 4 5 6 7
01. [Program pelayanan Administrasi Perkantoran 2,724,917,015.00 2,700,080,126.00 99.09%
01.01 Penxediaan jasa surat menyurat IﬂL”l Rw 23,000,000.00 22,990,000.0( 99.96%
()u_tpu( Bulan 12 1 00.00%
Outcame Persen 100% 100 00.00%
01.02 [Penyediaan jasa komunikasi, sumber daxa air dan listrik Iﬂpul Rupiah 531,910,000.00 531,910,000 00.00%
Output Bulan 12 1 00.00%
Outcame Persen 100% 100% 00.00%
01.08 [Penyediaan jasa kebersihan kantor Input Rupiah 102,540,000.00 102,512,000.00 99.97%
()u_tpu( Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.10 _ JPenyediaan alat tulis kantor Input Rupiah 120,000,000.00 119,931,500.00 99.94%
Output Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.11 _ [Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Input Rupiah 194,000,000.00 193,675,000.00 99.83%
()u_tpu( Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.13 [Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Input Rupiah 361,000,000.00 358,175,200.00 99.22%
Output Unit 20 20 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.15 _JPenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Input Rupiah 30,000,000.00 17,200,000.00 57.33%
Output Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.17 [Penyediaan makanan dan minuman I&Lul R\ﬂ 5,398,000.00 5,370,000.00 99.48%
Output Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.18 RaEal- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Iﬂyul Rupiah 317,300,000.00 313,492,678.00 98.80%
Output kali 36 36 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.19 [Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran IEL”[ Rlﬂ 653,171,015.00 648,396,848.00 99.27%
Output Orang 37 37 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
01.20 [Rapat-rapat koordinasi dalam dacrah Input Rupiah 386,598,000.00 386,426,900.00 99.96%
Output kali 36 36 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
02 [Program peningkatan sarana prasarana Aparatur 250,500,000.00 237,661,214.0¢ 94.87%
02.16 Penxediaan Eedunﬂ Eudanq kantor I&Lul Rlii&h 52,500,000.0 52,500,000.0( 00.00%
Output Gedung 00.00%
Outcame Persen 100% 100% 00.00%
02.22 [Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 50,000,000.00 49.875,000.00 99.75%
Output Gedung 1 1 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
02.24 [Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ onerasional IEL”[ Rlﬂ 82,000,000.00 69,287,714.0 84.50%
()u_tpu( Unit 8 00.00%
Outcame Persen 100% 100 00.00%
02.26 [Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor IﬂPut RLLah 66,000,000.00 65,998,500.0 00.00%
Output Unit 34 34 00.00%
Outcame Persen 100% 100% 00.00%
05 [Program Peni K itas Sumber Daya Aparatur 0.00 0.00 0.00
05.04 [Kursus dan peningkatan keterampilan aparatur Input RquiLh 0.00 0.00 0.00%
Output Bulan 0.00 0.00 0.00%
Outcame Persen 0.00 0.00 0.00%
06 Prtgram PeninEkalan Pengemhiﬂan Sistem Pelaeoran Canii:n Kinerja 83,549,000.00 73,356,206.00 87.80%
06.01  [Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Input Rupiah 83,549,000.00 73,356,206.00 87.80%
()u_tpu( Laporan 3 3 100.00%
Outcame Persen 0.0 .00 0.00%
17 'l:r(gram Peningkman dan Pengembangan Penge]o]aan Kenangan Daerah 7,678,574,985.0/ 6,708,241,010.00 87.36%
17.03 _ [Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah dacrah Input Rupiah 110,386,820.0 109,740,820.00 99.41%
Output Perbup 1 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.06 [Penyusunan anggaran Eendanalan dan belanja daerah Input Rw 1,176,360,000.00 1,081,741,942.00 91.96%
Output Perda 1 1 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.07  |Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dacrah Input Rupiah 1,286,537,999.00 1,157,620,098.00 89.98%
Output Perda 1 ] 100.00%
Outcame Persen 100% 100% ]| 100.00%
17.10 [Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi pelaporan akuntansi In_mt RELah 442,990,780.00 420,107,390.00 94.83%
()u_tpu( AM 1 100.00%
Outcame Persen 100% 100 100.00%
17.11 Pengembangan dan pemeliharaan sistem komputerisasi penatausahaan keuangan Input Rupiah 442,515,420.00 439,004,420.0( 99.21%
Output Aplikast T 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.18 P s laporan pertanggungjawat 1 APBD Input Rupiah 377,884,900.00 367,443,412.00 97.24%
()u_tpu( Laporan 3 3 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.27 alidasi data laporan keuangan dacrah Input Rupiah 670,170,000.00 571,983,920.00 85.35%
Output Kegiatan 1 1 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.29 [Koordinasi pengelolaan keuangan daerah Input Rupiah 850,271,053.00 824,919,422.00 97.02%
Output kali 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.75 IRekonsiliasi data Ea’ak IﬁL‘“ RM 266,675,013.00 266,443,653.00 99.91%
Output Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.90 Pengembangan dan Eemelihaman aElikasi BMD Iﬂyul Rupiah 267,250,000.00 260,936,453.00 97.64%
Output Aplikasi 2 2 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
17.92 [Pengelolaan sistem informasi keuanEan daerah I£Lm Rlﬂl 1,787,533,000.00 1,208,299,480.00 67.60%
Output Aplikast 2 2| 10000%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%

| Laporan Tahunan 2021




No URAIAN Input/ Output/ | g, an Anggaran Realisasi Capaian
Outcome
1 2 3 4 5 6 7
52 [Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah 1,123,058,807.00 1,000,166,607.00 89.06%
52.01 [Penyelenggaraan pelayanan penggajian Input RLM] 142.,589,188.0 142.572,188.00 99.99%
Output Bulan 1 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
52.02 Penyusunan surat Benxediaan dana_(SPD). Anggaran kas dan SP2D Input Rw 341,600,0 341,573,000.00 99.99%
Output Bulan 1 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
52.04  [Peni keuangan daerah Input Rupiah 166,641,619.00 166,641,619.00 100.00%
Output Bulan 12 12 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
52,06 [Rekonsiliasi dan sinkronisasi data keuangan Input Rupiah 472,228,000.00 349,379,800.00 73.99%
Output Kali 4 4 100.00%
Outcame Persen 90% 100% 111.11%
53 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah 0.00 0.00 .00%
53.03 |BimbinEan teknis Enﬂelolaan bamng daerah Input Rmah 0 0 %
Output SKPD 46 0 %
Outcame Persen 100% 0% .00%
56 Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah 520,428,221.00 509,487,321.00 97.90%
5602 if:)::;:nan Taporan keuangan semester I dan laporan realisasi anggaran put Rupiah 165.840,000.00 158,890.300.00 95.81%
Output Laporan 1 1 100.00%
Outcame Persen 100% 100% 100.00%
56.03 [Peningkatan ]anorandan kinerja keuangan daerah Input RM 354,588,221.00 350,597,021.00 98.87%
Output SKPD 45 45 100.00%
Outcame Persen 80% 80% 100.00%
57 [Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset Daerah 1,687,989,720.00 1,597,345,405.00 94.63%
57.02 [Penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah Input RLM] 113,900,720.00 99,508,520.00 87.36%
Output Laporan 1 1 100.00%
Outcame Persen 46% 46% 100.00%
57.03 [Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah Input Rupiah 340,938,000.00 304,984,648.00 89.45%
Output Bulan 1 1 100.00%
Outcame Persen 46% 46% 100.00%
57.04 [Pengamanan dan monilorins bamns milik daerah Input RLM] 346,499.000.00 333.842.907.00 96.35%
Output Bulan 1 1 100.00%
Outcame Persen 46% 50% 108.70%
57.05 erifikasi dan rekonsiliasi data aset KabuEalen Natuna Input RLM] 534.,628.,000.00 518.882,622.00 97.05%
Output Kali 1 1 100.00%
Outcame Persen 46% 46% 100.00%
57.08  JAppraisal aset/ barang daerah Input Rupiah 145,618,000.00 139,045,968.00 95.49%
Output Kegiatan 1 1 100.00%
Outcame Persen 65% 65% 100.00%
57.09 [Penyusunan laporan mutasi barang milik daerah Input RLM] 206,406,000.00 201,080,740.00 97.42%
Output Laporan 1 1 100.00%
Outcame Persen 90% 100% HL11%
571 |inventarisasi barang milik dacrah Input Rupiah 0.00 0.00 00%
Output Laporan 1 1 100.00%
Outcame Persen 90% 100% 111.11%
.05,
41 [Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 33,088,850.00 33,088,850.00 100.00%
41.06__[Penyusunan standar satuan harga Input Rupiah 0.00 0.00 00%
Output Dokumen 1 1 0%
Outcame Persen 100% 100% .00%
41.07 [Penyusunan analisis standar belanja Input RLM] 33.088,850.00 33.088,850.00 .00%
Output Dokumen 1 1 .00%
Outcame Persen 100% 100% .00%
14,102,106,598.00 12,859,426,739.00 91.19%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2020

Besaran anggaran dan maksimalnya penyerapan anggaran tidak
menjamin kinerja dari suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu perlu
pemahaman yang baik tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan
pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu
tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya
atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan
bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan
tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan,

pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran
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pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp15.209.295.810,00 atau
sebesar  92,67% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp
16.411.855.067,00. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat
pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

NOMOR URAIAN Cli:‘ll:::tj s ANGGARAN REALISASI %
Outcome Stiay
1 2 3 4 6
URUSAN KEUANGAN 16,411,855,067,00 15,209,295,810,00 92,67
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
01. DAERAH KABUPATEN/KOTA
01.2.01. Ferencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 405.042.000,00 367.235.800,00 90,67%
01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah input rupiah 50.130.000,00 48.489.800,00 96,73%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.01.06. E;’;:‘:::‘H:;J:*’S"Ky‘;;‘"“" Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar | o o rupiah 354.912.000,00 318.746.000,00 89.81%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.529.758.068,00 7.248.383.530,00 96,26%
01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN input rupiah 7.529.758.068,00 7.248.383.530,00 96,26%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000,00 99.979.000,00 99,98%
01.2.03.07. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD input rupiah 100.000.000,00 99.979.000,00 99,98%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 891.200.000,00 664.465.951,00 74,56%
01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor input rupiah 215.000.000,00 95.000.000,00 44,19%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame unit 26,00 19,00 73,07%
01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga input rupiah 80.000.000,00 79.200.000,00 99,00%
output bulan 12,00 12,00 93,75%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor input rupiah 87.000.000,00 20.250.000,00 23,28%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan input rupiah 145.000.000,00 144.283.000,00 99,51%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan input rupiah 20.000.000,00 17.100.000,00 85,50%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.09. P aan Rapat Koordinasi dan K Itasi SKPD input rupiah 344.200.000,00 308.632.951,00 89,67%
output kali 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 73,00 69,00 94,52%
01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.293.700.000,00 1.242.979.032,00 96,08%
01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat input rupiah 25.000.000,00 24.111.000,00 96,44%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 96,44%
01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik input rupiah 650.400.000,00 643.246.500,00 98,90%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor input rupiah 618.300.000,00 575.621.532,00 93,10%
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Input/

N URAIAN Output/ ANGGARAN REALISASI %
Outcome Satvan
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.09. g:::'r':::;‘;: ]:)zr;:’f‘ Milik Daerah Penunjang Urusan 299.346.000,00 253.740.791,00 84,77%
01.2.09.02, | penvediaan Jasa Pemelihar Opi“:{;;‘ meli Lapang::j“k dan input rupiah 115.205.000,00 73.556.791,00 63.85%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya input rupiah 184.141.000,00 180.184.000,00 97,85%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
02.2.01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.830.350.000,00 1.698.217.914,00 92,78%
02.2.01.07. §:;:ﬂi‘;:si(‘:::l:El‘)‘;':::h"i‘:ﬂf:;;‘;‘;‘}i:f;:}xgggng APBD dan input rupiah 625.200.000,00 583.225.994,00 93,29%
output perda 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
02.2.01.08. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran input rupiah 618.650.000,00 549.742.475,00 88,86%
Perubahan APBD
output perda 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
02.2.01.11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah input rupiah 586.500.000,00 565.249.445,00 96,38%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
02.2.02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 789.874.000,00 714.243.856,00 90,43%
02.2.02.01. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah input rupiah 226.588.000,00 205.816.570,00 90,83%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
02.2.02.05. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan input rupiah 301.100.000,00 252.673.000,00 83,92%
Dana Transfer Lainnya
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
02.2.02.07. f’ engeluaran ]fas Dacrah, I&:‘:"“’“ Aliran 'ﬁifhﬂiig;ﬂ?kffffa" input rupiah 262.186.000,00 255.754.286,00 97,55%
Ketiga (PFK)
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
02.2.03, E::;:;‘;’:ipd:; Pelaksanaan Alkontansi dan Pelaporan 1.393.370.420,00 1.311.798.200,00 94,15%
02.2.03.01. E;’;’g;‘:;‘) elaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran input rupish 136.073.660,00 136.381.000,00 100,23%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
02.2.03.03, | KoordinasiP Laporan Per input rupish 1.257.296.760,00 1.175.417.200,00 93.49%
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03. 03.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
03.2.01. Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.879.214.579,00 1.591.251.736,00 84,68%
03.2.01.01. Penyusunan Standar Harga input rupiah 239.292.379,00 217.600.000,00 90,93%
output dokumen 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah input rupiah 81.059.480,00 74.650.000,00 92,09%
output dokumen 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.05. Penatausahaan Barang Milik Daerah input rupiah 229.429.040,00 207.095.000,00 90,27%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.06. Inventarisasi Barang Milik Daerah input rupiah 120.788.760,00 97.066.000,00 80,36%
output dokumen 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.07. Pengamanan Barang Milik Daerah input rupiah 285.624.580,00 243.978.142,00 85,42%
output laporan 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.08. Penilaian Barang Milik Daerah input rupiah 200.000.000,00 169.795.400,00 84,90%
output Kegiatan 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.10. ?:;:g;m,2:552:;;:;:::22::;’lvl[)ieﬁi;::};?ganm input rupish 184.638.580,00 135.643.900,00 73,46%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
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Input/

NOMOR URAIAN Output/ ANGGARAN REALISASI %
Outcome S
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.0111, | Rekonsiliasi dakam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik input rupish 343.600.000,00 316.674.400,00 92,16%
output bast 2,00 2,00 100,00%
outcame | persen 100,00% 100,00% 100,00%
03.2.01.12. | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah input rupiah 194.781.760,00 128.748.894,00 66.10%
output laporan 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL 16,411,855,067,00 15,209,295,810,00 92,67%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2021
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Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2019

Tabel 4.4

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1 Program Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 3,014,606,040 12 2,787,928,740 100.00 92
01.01. [Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 45,000,000 12 45,000,000 100 100
01.02. |Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumiah Bulan Penyedian jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan 318,150,000 12 159,867,500 100 50
01.08. |Penyediaan jasa kebersihan kantor ;e“b”e‘z:‘h::‘al("a :;"ryed‘“” Jasa 12 Bulan 110,000,000 12 108,549,000 100 %
01.10. [Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 150,000,000 12 149,916,000 100 100
01.11. [Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan 12 Bulan 267,500,000 12 267,363,500 100 100
01.13. |Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 40 Unit 343,800,000 40 330,183,500 100 96
01.15. |Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan JUTJ?‘ZaﬁUI_T:‘d;:Z:‘maM bahan baca dan peraturan 12 Bulan 65,000,000 12 39,156,000 100 60
01.17. [Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Bulan Penyediaan makan dan minum 12 Bulan 125,000,000 12 119,640,000 100 96
01.18. |Rapat-rapat inasi dan i keluar daerah Jumlah koordinasi luar daerah 36 Kali 600,100,000 77 596,139,980 213.89 99
01.19. |Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran | Jumlah PTT 37 Orang 703,826,040 37 687,920,160 100 98
01.20. [Rapat-rapat koordinasi dalam daerah pumah fapat Koorcinas 36 Kali 286,230,000 | 59 284,193,100 | 16389 9%
2 Program Peningkatan Sarana dan p Sarana dan Prasarana Aparatur 70% 330,500,000 | 59.55% 328,836,900 85.07 99
02.16. |Penyediaan gedung/gudang kantor Tersedianya gedung/ gudang kantor 1 Gedung 52,500,000 1 52,500,000 100 100
02.24. |Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional /Jo”’:r‘:;o:ear“dj;‘:’j" dfi"ﬁ‘;ara 8 Unit 192,800,000 9 191,506,900 | 1125 99
02.26. |Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan kantor 32 Unit 85,200,000 30 84,830,000 93.75 100
5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Aparatur yang Bersertifikasi 65% 135,000,000 | 46.81%| 92,468,540 72.02 68
05.04. |Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur Jumlah aparatur yang mengikuti kursus 15 Orang 135,000,000 13 92,468,540 86.67 68
6 e | gkatan Pengembangan  Sistem Predikat / Nilai Akuntabilitas BB/76,00 104,616,000 |BB/76,8 94,871,117 | 10112 91
06.01. i;”eyr‘;;““a” laporan_capaian kinerja dan ikhtisar - realisasi Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 3 Laporan 104,616,000 2 94,871,117 | 66.67 o1
17 dan Ketepatan Waktu Dalam Penetapan APBD oot 2,717,750,000 ‘;:'I’(:: 2,642,300,150 100 o7
17.06. |Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jumlah Perda APBD 1 Perda 1,379,850,000 1 1,343,360,073 100 97
17.07. |Penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Jumlah perda APBDP 1 Perda 1,337,900,000 1 1,298,940,077 100 97
17 dan e oy, nasi Sarana dan Prasarana Aplikasi 4 Aplikasi 2,075,002,000 a 1,946,505,929 | 100 04
17.10. i;é%i’:‘::"ga" dan Pemeliharaan - Sistem ~Komputerisasi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SAP 1 Aplikasi 519,630,000 1 484,457,257 100 93
17.11. igrr:‘geurr:’?;gs?n dan pemeliharaan sistem nl:enr;g:Tiirﬁinkiaur; ::crlr;ilharaan aplikasi komputerisasi 1 Aplikasi 689,470,000 1 630,705,739 100 91
17.27. |Validasi data laporan keuangan daerah valid_asi_data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan 1 Kegiatan 865,902,000 1 831,342,933 100 96
17 :L_‘:;’:Eha" i dan Opini Audit BPK wTP 2,413,753,000 | WTP 2,203,819,463 100 91
17.18. |Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah | 3 Laporan 572,450,000 3 516,278,722 100 90
17.92. |Pengelolaan sistem informasi keuangan daerah Sistem Aplikasi Keuangan 5 Aplikasi 1,841,303,000 5 1,687,540,741 100 92
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1 2 3 4 5 6 7 8 11
Program i dan

17 Keuangan Daerah 12 Bulan 354,512,000 12 307,108,644 100 87
17.75. i data pajak Daftar Transaksi harian ( DTH) SKPD 12 Bulan 354,512,000 12 307,108,644 100 87

52 |Program ini i Daerah Tertib ini: i daerah 12 Bulan 1,532,782,000 12 1,524,806,585 100 99
52.01. |Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian Pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna 12 Bulan 278,250,000 12 271,479,828 100 98
52.02. |Penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D 12 Bulan 394,500,000 12 394,211,000 100 100
52.06. i dan Si isasi Data Jumlah r iliasi dan si isasi daerah 4 Kali 860,032,000 4 859,115,757 100 100

53 "D:’:r:"“ i itas Aparatur Peng aparatur yang 85% 82,450,000 | 75.56 74,162,784 | 88.89 90
53.03. [Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah Jumlah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah 48 SKPD 82,450,000 34 74,162,784 70.83 90

56 Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah | Opini Audit BPK WTP 816,606,000 WTP 660,434,373 100 81
56,02, |Penyusunan Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi| .o realisasi anggaran 1 laporan 321,860,000 5 220,880,246 500 69

Anggaran Triwulan
56.03. |Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah Jumlah SKPD yang memahami pengelolaan keuangan daerah 45 SKPD 494,746,000 45 439,554,127 100 89
Py i o -

57 r”’;:'erah an Aset Barang Milik Daerah 46% 2,221,419,000 | 44.46% 1,991,475,838 | 96.65 90
57.02. |Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah barang milik daerah 1 Laporan 166,078,000 1 147,204,080 100 89
57.03. dan Pemindak Barang Milik Daerah Jumlah aset yang dihapus/ dimutasi 1 Laporan 276,242,000 1 218,088,552 100 79
57.04. |Pengamanan dan Monitoring Barang Milik Daerah Jumlah monitoring BMD 1 Laporan 312,982,000 1 267,730,385 100 86
57.05. |Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna Jumlah rekonsiliasi data aset 1 Kali 653,187,000 2 602,992,739 200 92
57.06. |Penyusunan Daftar Kendaraan Milik Pemerintah Daerah Jumlah laporan daftar kendaraan milik Pemda 1 Laporan 211,216,000 1 197,396,000 100 93
57.08. |Appraisal Aset / Barang Daerah s:::'::" Aset Tanah Milk 1 Kegiatan 336,327,000 1 326,978,484 | 100 97
57.09. |Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milk Daerah r;?uiOSar‘erP:EGSI Barang 1 Laporan 265,387,000 1 231,085,598 | 100 87

Sumber : Data olahan
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Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2020

Tabel 4.5

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran bumiah Bulan Pelayanan Administrasi 12 Bulan 2,724,917,015 12 2,700,080,126 100 99.09
0101 [Penyediaan jasa surat menyurat umiah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 23,000,000 12 22,990,000 100 99.96
01.02. [Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik umlah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 Bulan 531,910,000 2 531,910,000 100 100.00
01.08. [Penyediaan jasa kebersihan Kantor umlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 12 Bulan 102,540,000 2 102,512,000 100 99.97
01.10. [Penyediaan alat tulis kantor umiah Bulan Penyediaan  alat tulis kantor 12 Bulan 120,000,000 12 119,931,500 100 99.94
0111 [peny barang cetakan dan penggandaan umiah Bulan Penyediaan bahan cetak dan penggadaan 12 Bulan 194,000,000 12 193,675,000 100 99.83
01.13. [Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor umiah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 20 Unit 361,000,000 20 358,175,200 100 99.22
01.15. [Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan umlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan perundang-undangan 12 Bulan 30,000,000 2 17,200,000 100 57.33
01.17. [Penyediaan makanan dan minuman umiah Bulan Penyediaan makan dan minum 12 Bulan 5,398,000 12 5,370,000 100 99.48
01.18. [Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah umlah koordinasi luar daerah 36 Kali 317,300,000 36 313,492,678 100 98.80
0119, [peny jasa tenaga umlah PTT 37 Orang 653,171,015 37 648,396,848 100 99.27
01.20. [Rapat-rapat koordinasi dalam daerah umlah rapat Koordinasi Dalam Daerah 36 Kali 386,598,000 36 386,426,900 100 99.96
2 [Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Aparatur 70% 250,500,000 59,55% 237,661,214 85,07 94.87
02.16. [Penyediaan gedung/gudang kantor [rersedianya_gedung/ gudang kantor 1 Gedung 52,500,000 1 52,500,000 100 10000
0222 [pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor umlah gedung yang dipelihara 1 Gedung 50,000,000 1 49,875,000 100 99.75
02.24. [pemelinaraan rutin/berkala_ kendaraan dinas/operasional umlah kendaraan dinas /operasional yang dipelinara 8 Unit 82,000,000 8 69,287,714 100 84.50
02.26. [Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Irerpelinaranya perlengkapan kantor 34 Unit 66,000,000 34 65,998,500 100 10000
5 [program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Aparatur yang 0% [ 0.00% [ [) 0.00
05.04.  [Kursus dan peningkatan ketrampilan aparatur umiah aparatur yang mengikuti kursus 15 Orang 0 13 0 0 0.00
6 ;::g:].aa";a“ i Sistem poran Capaian |p e ikat / Nilai Akuntabilitas BB/76,00 83,549,000 BB/76,85 73,356,206 10112 87.80
06.01. [Penyusunan laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD  [Jumlah dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 3 Laporan 83,549,000 3 73,356,206 100 87.80
17 [Program Pening| dan Waktu Dalam pan APBD Tepat waktu| 4,396,211,019 Tepat Waktu 4,041,135,043 91.92 91.92
17.03 [Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah umlah Perbup APBD 1 Perbup 110,386,820 1 109,740,820 100
17.06. [Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dacrah umlah Perda APBD 1 perda 1,176,360,000 1 1,081,741,942 100 97
17.07. [peny perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah umiah perda APBDP 1 perda 1,286,537,999 1 1,157,620,098 100 97
17.10. ';zr':?;?‘f’:;ga" dan Pemeliharaan  Sistem Komputerisasi - Pelaporan Akuntansi | embangan dan pemelinaraan aplikasi SAP 1 Aplikasi 442,990,780 1 420,107,390 100 93
711 o eahoan keu::;‘a" Plosine sistern Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi komputerisasi penatausahaan keuanggan | 1 Aplikasi 442,515,420 1 439,004,420 100 91
1727, |Validasi data laporan keuangan daerah alidasi data keuangan daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi 1 Kegiatan 670,170,000 1 571,983,920 100 9%
17.90  Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi BMD pengembangan dan pemelinaraan aplikasi komputerisasi aplikasi BMD 2 Aplikasi 267,250,000 2 260,936,453 100
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Sumber : Data olahan

1 2 3 a 5 6 7 8 ) 10 1
lProgram i dan A
17 eounngan Daerah lOpini Audit BPK wTP 3,015,688,953 wTP 2,400,662,314 100 79.61
17.18. y Laporan i APBD Laporan Pertanggungjawaban APBD dan Laporan keuangan daerah 3 Laporan 377,884,900 3 367,443,412 100 97.24
17.29  [Koordinasi pengelolaan keuangan daerah 12 Kali 850,271,053 12 824,919,422 100
17.92. [pengelolaan sistem informasi keuangan daerah Isistem Aplikasi Keuangan 5 Aplikasi 1,787,533,000 5 1,208,299,480 100 67.60
17 :’a“e’r;“h'“ dan [Tertib Administrasi Pajak Daerah 12 Bulan 266,675,013 12 266,443,653 100 99.91
17.75. [Rekonsiliasi data pajak Daftar Transaksi harian ( DTH) SKPD 12 Bulan 266,675,013 2 266,443,653 100 99.91
52 [Program Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah [Tertib administrasi keuangan daerah 12 Bulan 1,123,058,807 12 1,000,166,607 100 89.06
5201 [Penyelenggaraan Pelayanan Penggajian pelayanan penggajian Se-Kabupaten Natuna 12 Bulan 142,589,188 12 142,572,188 100 99.99
52.02. [penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas dan SP2D Penyediaan SPD, Anggaran kas dan SP2D 12 Bulan 341,600,000 2 341,573,000 100 99.99
52.04.  [Peningkatan pengelolaan penatausahaan keuangan daerah nformasi keuangan daerah 12 Bulan 166,641,619 2 166,641,619 100 100.00
52.06. [Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Keuangan umiah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah 4 Kali 472,228,000 4 349,379,800 100 73.99
53 [Program Peni itas Aparatur Pengy Daerah aparatur yang 85% ° 75.56 0 0.00 0
53.03. [Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah umiah SKPD yang mengikuti bimtek pengelolaan barang daerah 48 SKPD 0 0 0 0 0
56  [Program Peningkatan Kinerja dan Informasi Keuangan Daerah lopini Audit BPK wrp 520,428,221 wTP 509,487,321 100 97.90
56.02. E"Y‘f“"a" Laporan Keuangan Semester I dan Laporan Realisasi Anggaran [ aporan realisasi anggaran 1 laporan 165,840,000 1 158,890,300 100 95.81
56.03. |Peningkatan Laporan dan Kinerja Keuangan Daerah umlah SKPD yang memaharmi pengelolaan keuangan daerah 45 SKPD 354,588,221 45 350,597,021 100 98.87
57  [Program Peni dan Aset Daerah Aset Barang Milik Daerah 46% 1,687,989,720 44.46% 1,597,345,405 96.65 %0
57.02. [Penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah umiah barang milk daerah 1 Laporan 113,900,720 1 99,508,520 100 89
57.03.  [Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah umiah aset yang dinapus/ dimutasi 1 Laporan 340,938,000 1 304,984,648 100 79
57.04.  |Pengamanan  dan Monitoring Barang Millk Daerah umlah monitoring BMD 1 Laporan 346,499,000 1 333,842,907 100 86
57.05.  |Verifikasi dan Rekonsiliasi Data Aset Kabupaten Natuna umlah rekonsiliasi data aset 1 Kal 534,628,000 2 518,882,622 200 %2
57.08.  [Appraisal Aset / Barang Daerah penilaian Aset Tanah Milik Daerah 1 Kegiatan 145,618,000 1 139,045,968 100 97
57.09. |Penyusunan Laporan Mutasi Barang Milik Daerah Laporan Mutasi Barang Milik Daerah 1 Laporan 206,406,000 1 201,080,740 100 87
57.10. [Inventarisasi Barang Milik Daerah Laporan Invenyaris Barang Milik Daerah 1 Laporan 0 1 0 100 87
41 [Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 82% 33,088,850 82% 33,088,850 100 100
4106 [Penyusunan standar satuan harga Laporan Standar Satuan Harga 1 Dokumen 0 1 0 100 °
4107 [Penyusunan analisis standar belanja Laporan Analisa Standar Belanja 1 Dokumen 33,088,850 1 33,088,850 100 100
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Tabel 4.6
Laporan Pelaksanaan Program / Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
5.02. KEUANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN " T -
01. DAERAH KABUPATEN/KOTA Predikat / Nilai Akuntabilitas 80 A 10.518.916.068 80 9.755.027.964 100,00 92,74
2.01. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Predikat / Nilai Akuntabilitas 80 A 404.912.000 80 367.235.800 100,00 90,70
Perangkat Daerah
01 Penyusunan Dokumen Preangkat Daerah Jumlah Dokumen 3 Dokumen 50.000.000 3 48.489.800 100,00 96,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
06. Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan 3 laporan 354.912.000 3 318.746.000 100,00 89,81
202. | Administrasi Keuangan Perangkat Dacrah Ketepatan Waktu penbayaran administrasi umum 12 Bulan 7.529.758.068 12 7.248.383.530 100,00 96,26
perangkat daerah
o1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pegawai 12 Bulan 7.529.758.068 12 7.248.383.530 100,00 96,26
2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi perkantoran 12 Bulan 100.000.000 12 99.979.000 100,00 97,95
07. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Bulan Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 100.000.000 12 99.979.000 100,00 97,95
2.06. Administrasi Perangkat Daerah Jumlah Presentase Administrasi Perangkat Daerah 75 Persen 891.200.000 75 664.465.951 100,00 74,51
02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 26 Unit 215.000.000 26 95.000.000 100,00 44,19
03. Penyediaan bahan peralatan rumah tangga Jumlah peralatan rumah tangga 12 Bulan 80.000.000 12 79.200.000 100,00 99,00
04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah penyediaan logistik kantor 12 Bulan 87.000.000 12 20.250.000 100,00 23,28
05. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Bulan P bahan cetak dan d 12 Bulan 145.000.000 12 144.283.000 100,00 99,51
06. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah Bulan penyediaan bahan baca dan peraturan 12 Bulan 20.000.000 12 17.100.000 100,00 83,50
perundang-undangan
07. P rapat koordinasi dan i SKPD jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 2 Kali 344.200.000 72 308.632.951 100,00 89,67
2.08. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran 12 Bulan 1.293.700.000 12 1.242.979.072 100,00 89,71
[UN Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 25.000.000 12 24.111.000 100,00 96,44
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumyah Bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 12 Bulan 650.400.000 12 643.246.500 100,00 91,06
04. penyediaan jasa pelayanan umum kantor jumlah PTT 37 Orang 618.300.000 37 575.621.532 100,00 88,01
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

2.09. N persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 75 Persen 299.346.000 75 253.740.791 100,00 72,45
Pemerintah Dacrah
0. Penye Jasa Pemel; Biaya P Pajak dan Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan s Unit 115.205.000 s 3,556,701 100,00 3184
Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan Perizinan Kendaraan dinas operasional atau lapangan
09. | Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya {:ﬂ]"y‘;teme“hm“y“ dan penyediaan gedung kantor 1 Gedung 184.141.000 1 180.184.000 100,00 97.85
02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH E;t;]l))alan waktu dala penyusunan APBD dan Perubahan Tepat Waktu 4,013,594,420 Tepat 3,724,259,970 v’l\‘/f;l:;:; 92,79
2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah L(;t;]l))atxn Wwaktu dala penyusunan APBD dan Perubahan Tepat Waktu 1,830,350,000.00 Tepat 1.698.217.914 3;,:‘:::; 92,78
07. Koordinasi dan penyusunan peraturan dacrah tentang apbd dan Ketepatan waktu dalam penetapan APBD 1 Perda 625.200.000 1 583,225,994.00 100,00 51,49
peraturan kepala dacrah tentang penjabaran apbd
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang Perubahan 549,742 475.00
08. apbd dan peraturan kepala dacrah tentang penjabaran perubahan Ketepatan waktu dalam penetapan Perubahan APBD 1 Perda 618.650.000 1 IS 100,00 80,62
apbd
1 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Dacrah Jumlah Koordinasi Perencanazn Keuangan Belanja Dacrah 12 Bulan 586.500.000 12 565,249,445.00 100,00 77,78
202 | Koordinasi dan Pegelolaan Perbendaharaan Daerah Tertibnya administrasi Keuangan Daerah 12 Bulan 789.874.000 12 660.274.856 100,00 83,59
01. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah rekonsiliasi dan sinkronisasi keuangan daerah 4 Triwulan 226.588.000 4 196.524.570 100,00 86,73
Koordinasi, fasilitasi,asistensi,sinkronisasi,supervisi o .
05. dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer ;fgﬁ:ss‘idam keuangan dacrah dengan pemerintah pusat dan 1 Tahun 301.100.000 1 212.673.000 100,00 70,63
lainnya
Koordinasi dan penyusunan laporan Realisasi Penerimaan dan
pengeluaran kas dacrah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Daftar Transaksi harian (DTH), Pelayanan penggajian
07. . P i berhi ik Penyediaan SPD, Anggaran ks dan SP2D 12 Bulan 262.186.000 12 251,077.286 100,00 95,76
Ketiga (PFK)
203 | Koordinasidan Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Opini Audit BPK Opini wTP 1.393.370.420 Opini 1.243.161.000 wWTP 89,22
Pengeluaran Kas Dacrah
01, Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Jumla:h OPD yang melaksanakan koordinasi akutansi 45 oPD 136.073.660 45 107.743.800 100,00 79,18
Kas Dacrah penerimaan dan pengeluaran kas
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban -
03. Pelaksanaan ABBD Bulan, Triwalan das Serssteran Laporan realisasi anggaran 1 laporan 1.257.296.760 1 1.135.417.200 100,00 90,31
03 Program Pengelolaan Barang Milik Dacrah Persentase Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik 65 Persen 1.987.752.200 65 1.444.767.741 100,00 72,68
2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah I‘;;f:;:"“ Keberadaan Inventaris Aset Barang Milik 65 Peesen 1.987.752.200 65 1.444.767.741 100,00 72,68
01 Penyusunan Standar Harga jumlah dokumen standar satuan harga 1 Dokumen 348.200.000 1 208.600.000 100,00 59,91
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar jumlah dokumen Standar Barang Milik Dacrah dan Standar
02 Kebutuhan Barang Milik Daerah Kebutuhan Barang Milik Dacrah 0 Dokumen " 0 - 0,00 0.00
03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Dacrah Jd“o'l‘(‘lu"r:‘];“e““"a"“ Kebutuhan Barang Milik Dacrah 1 Dokumen 81.059.480 1 64.650.000 100,00 79,76
05 Penatausahaan Barang Milik Dacrah jumlah bulan penatausahaan barang milik dacrah 12 Bulan 229.429.040 12 182.425.000 100,00 79,51
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06 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen invetaris Barang Dacrah 1 Dokumen 120.778.760 1 94.866.000 100,00 78,55
07 Pengamanan Barang Milik Daerah jumlah Laporan monitoring Barang Milik Dacrah 1 laporan 285.264.580 1 189.364.147 100,00 66,38
08 Penilaian Barang Milik Dacrah Penilaian aset dalam pemberlakuan pengelolaan Barang 1 Kegiatan 200.000.000 1 166.995.400 100,00 83,50
Milik Daerah
09 P dan P jan P Barang Milik Dacrah g‘a‘fe‘lr:hh validasi data laporan Pengelolaan Barang Milik 0 Validasi . 0 B 0,00 0,00
10 B e o o Boane A1 Docrah Tersedian Data BMD yang Akuntabel 1 Dokumen 184.638.580 1 117.643.900 100,00 63.72
1 Rekonsilias dalam rangka penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah rekonsiliasi data aset 2 Semester 343.600.000 2 303.474.400 100,00 88,32
12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah laporan mutasi barang milik daerah 1 laporan 194.781.760 1 116.748.894 100,00 59.94

Sumber : Data olahan
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a. Capaian Kinerja Outcome/Qutput Program/Kegiatan APBD Kabupaten
Natuna

Capaian kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan
mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan
indikator sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2016
-2021 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019,2020,dan 2021.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut indikator kinerja
sasaran. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut proses pelaksanaan dan
permasalahan serta mencari solusi pemecahan permasalahan yang ada untuk
perbaikan di masa yang akan datang. Pengungkapan rincian mengenai hasil
pengukuran kinerja sasaran yang dicapai serta penilaian atas hasil pengukuran
kinerja melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai 100 %
dari target yang direncanakan, pencapaian ini membuktikan antara strategi dan
kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik walaupun dampak penanganan
pandemi corona virus desease 2019 (covidl9) dalam penanganan pemulihan
ekonomi nasional (PEN) yang ikut mempengaruhi capaian tersebut.

Berikut  disajikan  Hasil Capaian  Kinerja =~ Outcome/Output
Program/Kegiatan APBD Kabupaten Natuna melalui pelaksanaan RKPD Tahun
2017,2018,2019, 2020,dan 2021 sebagai berikut :
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TABEL HASIL GARAIAN KINGUA OUTCOME/OUTPUT PROGRAMKEGIATAN BPIAD MELALUY RIPD
AHUN 2017, 2018, 2019, 2020 DAN 2021

TARGET KINEFUA REALISAST CAPAAN (4]
No | ama Programy Kegitant | ncikster Kinena Program/ B— 1 S— 1 L S— — —1 S—:11 S— 1) — B— —i1 S— S— — m— saLAfDAKLAN
b Keglatan eglatans Sub Keglatan i P— S— S— nggaran| Oty S— agaran ot agaran ip aran ! agaran T magaran T S T [pe—, o p—— T pa— T p——
Sutcome Anggaran| Slicome Anggaran| Gicome Anggaran| Gucome Angaaran| oucome. AnggarEn| Gucome Anga Sutcome. Angg Outcome. Anga: Outcome | AN9E: Outcome. Ango Outcome | A"99rAN | o izome Anggaran| oy tzome An99212n | outcome [ A799%%7 | oucome | A79%
7 2 5 a s e 7 s of s o 10 £E] BEP) EE} 14 s 6. 7 16 7 8 ) 20 21 PE) 25 24 25 26 27 z z5
Frogram Petayanan Sumian Butan Petayanan 2 72a3727,000 12 2576455488 12 3.014,606,090 [ 12 2.724,577,015| 2 5.778,110,098 | 12 2.543,545,192 12 787,528,740 73[ 2.700,080,126] E i R B B e BT o T
Fonyediaan jasa surat Sumiah buian penyediaan asa = 75000000 12 76.000.000 | 12 T5000.000 | 12 5,000,000 2 FaEo7000 | 12 575,000 12 75,600,000 72| 32,550,000 0000 | 635 | 10000 | 9994 | 10000 | 10000 | 10000 | 9996
monyurat surat menyurat
Fonyoarman e Famiah Butan Penyedaan [asa 7z 350.000.000] 72 53.900,000 | 12 315,150,000 | 12 557,970,000 7z 508,379,317 7z 55776023 12 755.867,500) 72| 557,570,000] 0000 | 5557 | 70000 | 9735 | 10000 | 5025 | 70000 | 60.:00
commonikasi. samber daya air|Kemunikasi, sumiber deva ar dan
o litrin
[ {Penyediaan s Febeman Jumian Buar Perysdaan Jesa = 750,000,000 12 706,000,000 | 12 776,600,000 | 72 762,546,000 2 56660000 | 12 55,590,000 12 708.545.000] 72| 02,512,000 0000 | o666 | 10000 | G954 | 10000 | o668 | 10000 | 9997
antor ebersinan Kantor
Fonyediaan it TS Kantor | Jamiah Buin Feny ediaan st = 26000000 12 726,600,000 | 12 756,000,000 | 12 726.000.000] 7z Tee600 | 12 5558000 2 735.576.000] 72| 715557500 0000 | 602 | 70000 | 70000 | 10000 | 654 | 70000 | 9995
Luiis kantor
ey ediman barar cotakan [Jurian Bulan Peryodiman banan | 12 T75.000.000| 12 785000000 | 12 567.500.000| 12 752,600,000 2 T7a o200 | 12 T57.065.000| 12 567,563,500 72| 95.675.000] 0000 | 666 | 10000 | 70000 | 10000 | 065 | 10000 | 9953
o jandaan tak dan penggad:
Fonyediaan peraatan dan [Jomiah Uni Penyedrm £ 567250.000] 40 358,100,000 | 40 345,800,000 | 20 567,000,000 E3 337,025000 | 33 Z76.721500] 40 350,183,500) 25| 555,775,200 5750 | 672F | 5250 | 9235 | 70000 | 6604 | 10000 | 5622
pertengkapan kantor poratatan dan Penengkapan
ke
Foryeaiaar Berr Bcan | onlan Buen penyedasT bR = 35000000 12 32200000 | 12 S5.000.000| 12 6,600,000 2 Eessa00 | 12 57705000 12 55,756,000 7| 77,200,000 0000 | 84 | 10000 | 8418 | 10000 | 6024 | 10000 | 5733
dan peraturan perundang-  [baca dan peraturan perundang
undangan undangan
FonyocTaan makanan Gan [ Jurian Buan Fonysaaan makan | 12 T36.000.000] 12 795,000,000 | 12 725000000 | 12 E z Ta2895.000 | 12 747,450,000 12 775,640,000] 7] 5.370,000) 0000 | 767 | 70000 | 9896 | 10000 | 577 | 5635 | 9948
minuman. dan minu
et apat Koordmas! dan [ durmian Kooranast uar ameran iz 25,550,000 12 600,100,000 | 36 500,100,000 [ 56 517,300,000 £ saz.849.347 | 37 600,007,517 77 596,139,980) 38| 573,492,678 55635 | 9919 | 30833 | 10000 | 21389 | 9934 | 10000 | ©8.80
konsuitas: keluar da
[Fenyediaan jasa tenaga [Jumiah PTT = 7495.500.000| 12 Tasoarass | 37 To5 826000 | 37 553.771.075| 57 7356732640 | 37 7as0T1 75 57 57.620.160) 7] 535396, 0833 | G082 | 30835 | 10000 | 10000 | o774 | 10000 | 627
Tomiah rapat Koordnast Damm = Fa5az7000] 12 265.736,000 | 36 286.230.000| 36 586,598,000 57 735756800 | 7% 584,873,000 59 564,793, 700) 5] 556,426,900 75655 | 9996 | 61667 | 9907 | 76389 | 9929 | 10000 | 596
Daarah
Frogra: o 367,500,000 40 276,600,000 70 330,500,000 | 70 250,500,000 & 342,336,085 | 8687 765,372,605 60 325,556,500 7] 27661214 S257 | o375 | 73365 | 9905 | ®507 | 050 | 10000 | o487
sarana .m\ Prasarana  [Sarana dan Prasarana
Aparatur
ey edaa Torsedianya gedung/ Gudand T 55500000 1 52500000 | 1 55,500,000 T 52.500.000) T 52.500.000 T 52,500,000 7 52:500,000 T 52,500,000| 6000 | 700.00 | 70000 | 0600 | 700.00 | 700.00 | 70000 | 60.:00
antor kantor
e 7 76.006.:060] O oo T 56,000,000 T T37.612.000 T 5o o T 75,575,000 o000 | 685 | 000 500 500 500 500 500
gedung kantor Brcaia o Kantor
T Berka | Jmiah Kendaraan g 56.000.000| & B 792800000 | 8 2,600,000 B 57239085 | 72 REEERICT: 751.506,500) B 55287714 0000 | 665 | 75000 | 98771 | 11250 | 655 | 10000 | 5350
kendarasn dinas/operasional |dinas/operasional yang dipslihara
TobeTkaE e 55.000.000 30 S5.a00.000 | 32 5200000 34 56,000,000 el 53585000 | 59 5557000 30 54,530,000 = 55.698,500] Tio77 | o067 | 13000 | 9992 | 9375 | 9657 | 6176 | 10000
pertengkapan gedung kantor |kantor
Frogram NiTaT Evatuasi AKIP 5 g 3 g 6600 | 000
Disipiin Aparatur
[Fengadaan pakaian dinas [jumiah pakaian dinas besera T 5|
besorta kelengkapannya  |kelengkapannya
(Fongadann pakaan Khusus | Jomiah Pakaran Kusus hanhan
rihan tertentu tertentu
Program A5 o 5500 75,000,000 60 [75.000,000 & 35,000,000 ey 5,276,000 | 6205 TaseT eI a7 50,475,450 0505 | 257 | 10398 | 9996 | 7201 | ©607
Kapasitas Sumber Daya  |Bersorifikasi
[ Aparatu
[ sy dan penmakatan [ suan sparatar g memaoT g 75.000.000] 5 75.000,000 | 15 735,600,600 B 55,276,900 5 TaGeT eI 55,468,540 0000 | 6257 | @000 | 99965 | @567 | 6650
etrampilan aparatur ursus
RitaT Evatuasi AKIP 7 751,200,000(65 1 76,00 157,376,000 7 Toa 616000 | 76 5,549,000 w35 75,720,766 | 7292 (X Sa877777) 78] 75356206 5236 | o668 | 9595 | 9841 | 10172 | 6069 | 10000 | 8780
gan Sistom
aparan [Jomial peran Ko 757.200,000] 57576000 3 754,616,000 55535000] B 75720766 B 56.332.553) a7 77 3] 75356206] 0000 | 665 | 70000 | 99471 | e567 | 9065 o000 5750
(ineria dan lkhiisar realisas! damv ikhtisar roalisas: Kiner)
kineria SKPD KPD
+pruqrnm o e EvaTaRsT AR W 343,400,000 Wor 275,405,804 3006 | w038
Ponge:
Pangerolaan Keuangan
Dacran
[Penyusunan kebjakan Jmiah Perbup tentang juknis s 5|
akuntansi pemerintan daeran |kebijakan akuntans|
STtem o [erup sistors dan prowedur s 5|
prosedur pengelolaan reuangan dacra
keuangan dacran
(Panyusunan Pokok Pokek | Jomiah Ranperda pokok-pokok T 757,560,000 T T45.502.500 0000 | 955
Keuangan keuangan daeran
Docrat
Ponyu ook SGmiah pokok pokok pengeleaan T 557.640.000 T 75.075.000 000 | 2673
banaciciaan tarang Gasran |barang milk daeran
Jan|Opini BPK R terhad W 356,050,000 WP 750,250,000 WTF 2.475,753,000 | We 5.075.685.953] W 370951448 | W 723795851 WP 56278722 Wir| | 2400662517 0000 | 8025 | 10000 | 8845 | 0000 | 2739 o000 7867
Laporan Keuangan Daerah
an Keuangan
Tapor 3 556550000 3 780,250,000 | 3 572450000 5 577,553 500 B 570.951.495 7 EEEEN) 576276.777] 7] 567345472 0000 | 075 | 23555 | 8645 | 10000 | 9015 o000 5723
D dan Laporan Kadangan
daeran
Jomiah Koordmast Pengeioman 5 7541505000 | 72 B 667,530,747 72| 523519422 T00.00 | 9765 o000 5707
kouangan ouangan Dacrah
oo Stetem Apikas Reuangan B 7.787.53,000) 5[ .208,299,480| 5000|6769
informasi keuangan dacrah
Froaram Tan[Terib Tk 7z z 757,677,438 0000 | 6256
Pengembanga Dacran
Pengelolaan Keuangan
4'7.@“"5 TasT data pajak Datar Transakel haran ( DTH) = 255,682,000 2 7677458 o000 | 25
skeo
aram Tan|Ketepatan wakty Baiam Topat 2.761,170,000 Tepat |2,561,165.453 Topat 2.717,750,000 [Tepat Topat 2570.545.546 | Tepat 2.425,667.951 Tepat 5.536,687.976[ Tepat 0000 | 6305 | 706.06 | 9475 | 700.00 | 32277 5000|5057
banga ponctapan APBD Waktu waktu Wakeu waktu Waktu waktu Waktu Waktu
Pengelolaan Keuangan
an Jomiah Perda APBD T TEs5.05.000| 7 TAsa 088000 7 7.370.850.000 T ki T 7455851505 T T zie ot 1 7593.360.073] 7] o000 | 438 | 10000 | 9274 | 0000 | 736 5000 o759
pendapatan dan belanja
anan perubana; Jomiah Perda APEDT T Ti75 065000 7 TTAe e ass| 7 7.357.506.000 T T 7077451645 T TAoraas A% 7 7796 596.077] 7] 0000 | o135 | 100.00 | o662 T06.00]  67.05] 700.00]  80.08]
i pendapatan dan
etania daeran
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TARGET KINERJA REALISAST CAPAIAN (%)
N | e | eman S ogaen o ST T S ST T o T ST ST ST T A ST St [« S T St T o T S T MASALADAKLA
Ho Kegiatan atans Sub Kegiatan pu nggaran| OuP: nggaran| OUP nggaran| OuP nggaran| OutPU nggaran| OUPU nggaran utpu nggaran utpu jaran utpu jaran i nggaran o e jaran | SUPW Tz nggaran [ DU jaran | OWPU T nggaran
Outcome Anggar Outcome Angger Outcome. Angger Outcome. Angg: Outcome Angat Outcome Anag Outcome Angat Outcome Angat Outcome Anga: Outcome Angat Outcome | AN992" Qutcome | A9 utcome | AM99%" Qutcome | A9 Outcome | A9
T z 5 r G - g - - - T i 3 I i N I 0 FIoN F7 N P TS S ] 7 = =
Prog TR BPR R foradap T e T SEEO00| WP e 808,000 [P B Wor 78, 0 | Wi T W AT ST o0 | By | 000 | 765 | o000 | soss | fos6[ o750
inoria dan informasi  |Laporan Keuangan Daerah
Keuangan Daoran
T e T T 000w T o B Tes a0 T B EE T 7208807 A Tsm o030 o000 | sase | o000 | 7rad | Soo w0 | 6w | 70000 [ w5ET
<ecangan Semosior |
Raaisas Angoaran
[rmion
Ponokatan Caporan dan [ Jmian SKPD yang remaram £ R Er ey = EE o e R ] Eor e o
inoria Kouangan Daorah |pengelolaan keuangan daerah
Progmm I So7300.000) = TR e
Kineria dan informasi | Inspakiorat vans
Kauagan Caeran andakianjot
Feninokatan Laporar Gar [ Jumian sparatur yang meraharm |45 E ST = TR 70005 E B e
inoria Kouangan Daorah |sangelotaan Keuangan dasrah
Progrm I B T (R = L o770 = TeRoTeaT | WS o oTEas P B L B B o B e e e
Fengembangan fincian total BMD dongan
Fanatausahaan Asot  |akiva totap di Noraca
bacran Pamarinta Kabupatan
Sensus Barang WITK Daerah [Frekuens! poaksansan serss | T e I - T TR o s g L IR I e e
BT S Barag T daera T o TooEeE | T (o 57 T e E 7o g Ee L B B T o o o
Kebusman Barang Mk
[acron
Penghapmaar aan (Gl st yang aaps] T Er e TEaE] o T T e T o T ECE B ol o i e o
Faindanianganan Barang [amutas!
i Doeron
Pengamanan Gar Moniag |Tmiam moriorg BV T B L B 754957000 T e L 76773075 e 00| 5570 | o000 | s9A0 | om0 | s ST | Tooon | 9635
Garan ik Gaeran
Ve G ReRorTTasT | Jariah ekariasT Gata sset T B L EEe Ee T R o0z 7 oz e o000 | eeEs | o000 | 9478 | Foowo | e | Too0 | 70
SorTeR Tapor g 9 g AT T To7:355.000] oo [
i Pomaa
o T T C - T v C 5 ECT B o o o
Fotensi BMD peningiat PAD
Caporan WtasT | Caporan W Barang WK T TEAwE| T 75 3700 g ZoBT0G00 T T e 7 o087 [T B o e o
arang Wik Doeran Docran
Apprarsar Avet B T Sz T EC e Ea T e Eee T [ B o e o
eccan a
Program Tan|Porsonias = a0 = TEowEE o0 | 55 Es
Fengembangan Garang Mk Dasran (BMD)
Fenatusahaan Asot
aoran
Ropreisar Aet T Barang —[PanTaran Aset Tanah WK T a0 T BE o000 | 5 Es
[accan Daoran
[PROGRAM PENUNJANG 80 100.00
GRUSAN PEMERINTANAN
urusan Prodikat  Nilai Akuntabititas ™
KABUPATENKOTA
= L
ponganggarar. dan Prodikat / Nitai Akuntabilitas 405,042,000.00 0 367,235,800.00
Ferangicat Daoran
Penyusunan Dokumer 3 o
[poryeunar Dok [somian boumen 50,130,000.00 B 45,489,800.00
[oordinasi dan Penyusunan 3 To0.00 190
aporan Capaian Kinara dan
aporan Capaian Kinea 4an | an poran 354,912,000.00 a 316,746,000.00
vo
e —— T = L
[cministras Kouangan | 0 N am peranaiat 7,529,758,068.00 n | 724838353000
erangkas Dasran aamini
Peryedaen o aan sumian Pogavar B 7,529,758,068.00 2 7,248,383,530.00 0000 [
riangan
L L L P vm— = o
Daoran pada Poranchat | Xmimmen peerioran 100,000,000.00 2 99,079,000.00
g (oo B Peryodar = pry—. = poyps—— o500 |00
i 891,200,000.00 75 664,465,951.00 100.00 &
P = P — - ppp—— oo |
[Penyediaan bahan poTatan | ian peraiatan umah tangos B 50,000,000.00 2 79,200,000.00 0000 [
[Fenyediaan Bahan LoGSK i miah penyediaan logistik kantor| = 87,000,000.00 2 20,250,000.00 o000 Es
oy ociear barang Getakan | Somiai B Paryediaan aran = o
[dan penggandaan |cetak dan penggadaan 145,000,000.00 2 144,253,000.00
Sormiah Bulan poy ealaar Saam = o
oaca dan peraturen ponundang. 20,000,000.00 2 17,100,000.00
ingangen
7= o
i rapat koordinas! dan
Jurian opet koo 344,200,000.00 2 308,632,951.00
= o
[Jumian Butan Polayanan
Jumian Bulan Pelayanan 1,293,700,000.00 2 1,242,979,032.00
Fomer e peryediaan jesa B 25,000,000.00 2 24111,00000 0000 [
Sormiah Bl Poryeaan Tae = o
omunikasi, sumper deya ir dan 650,400,000.00 2 643,246,500.00
s
umian prT 7 618,300,000.00 a7 575,621,532.00 o000 ey
persontase Kotersediaan i R
sarana dan prasarana 299,346,000.00 s 253,740,791.00
paratur
| Jumiah Jasa Pemeliharaan, 8 100.00 o4
ey Pomelnaraan, Pajok dan
B aninan Kantaraan it 115,205,000.00 o 73,556,791.00
cperasionsl atau lapangan
[jumiah’ dan T 100.00 E3
penyediaan gedung kantor 184,141,000.00 1 180,184,000.00
ooy
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TARGET KINERIA REALISAST CAPATAN ()
N | Nama prosramy wcegimars | inikater Kinere Prograry [ —= — B— — E— S—ir — B—I0 — — —iri — B— — — MASALADAKLAN]
auan olatan/ Sub Keglatan p nggaran| OuPu! p— nggaran| Oupu! nggaran| Supu! nggaran| OuPu! nggaran | v T anggaran | uPW | anggaran | oubo nggaran | Oupu nggaran WU T anggaran| ueo” | anggaran| 9P T anggaran| S T anggaran| O9P9 T Anggaran
Suicome | A"99%0) olicome | A"99220) iicome | A998 icome | A998 oucome Angs: oucome Anggaran | o icome | AN9S ouceme Angs: Outcome | A9 Sutcome Angga Sutcome [ AP993180 ) oicome | AM9920 | o iome | AN9S ouceme Anggaran| oicome | AN99
T z E] 4 e s s o T = T4 s T7 o 7 s i) 20 = 2 = 24 25 = 20 27 = =
Retopatan wakw daia Tepar 760.00 75
PROGRAM PENGELOLAAN
PROSRAM PENGELO peryimunan APBO Gan wtu |192,811,497,010.50 Tepat |150,834,950,542.35
Kotopatan waktu Gaia Topat o000 |03
0 dan wakw | 1,830,350,000.00 Tepat | 1,698,217,914.00
T o000 |03
opatan wakty deiam
e 625,200,000.00 . 563,225,994.00
T o
et waktu dal
e i B 618,650,000.00 . 549,742,475.00
Sormiah Koordimast = o
o et 586,500,000.00 2 565,249,445.00
Tz 6600 |50
[rortionys edminieras 789,674,000.00 12 724,243,856.00
Jariah rekoneas dan “ 226,588,000.00 4 205,816,570.00 Too-00 eT
euangan dasran
7 o000 | %
\aiidasi data keuangan daerah
[Sengan pamenntan pusat dan 301,100,000.00 . 252,673,000.00
provins
{ranster iainnya
7z 6600 |58
Koordinasi dan penyusunan
iaporan Reatisact
ransaksi narian (OTH)
as Sacran L aporan Airan " [P tayanan ponggaian s
i<as dan Pelaksana onyediaan SPD. Anggaran kas 262,186,000.00 2 255,754,286.00
emunguar amotongan [dan SR20
enystoran Perhitungan
et Keoa (F)
Koorainasi wTe o000 | %
Pelaksar ';-_:':""“"5‘ opini Audit BPK 1,393,370,420.00 wre [ 1,311,798,200.00
Kas Daeran
Koordinas Pelaksanaan |Jumiah OPD yang melaksanakan 5 R
[ Akutans| Penerimasn dan  |koordinasi akutansi penerimaan 139,650,420.00 s 136,381,000.00
Pengaiuaran Kas Dasran |dan pengeluaran kas
Gorainast g o000 | %
Laporan
Penanggungjawaban Laporan realisasi anggaran 1,253,720,000.00 . 1,175,417,200.00
P elaksanasn APBD Bulan.
[Triwiian dan Semesteran
Penunjang Urusan [Sumian petayanan poryataran = 005 |77
dan pengelolaan keuangan 176,399,641,943.50 12 [135,642,654,732.35
Pongelolaan Keuangan  [3a0,20!
0 = e
Penyaluran Bantuan Samiuan Kevangan 146,148,575,590.50 2 123,518,700,850.00
Fengeloloan Dans Darat | Jumiah Kegiatan Darmrat 3an g Ep— " Prpp—— 0000 |0
Pengeisiaan Dana Bagr HasT i::\o.snlaana Tag RaeT g 7.200,700,000.00 T 500,279,550.00 Toooe | a2
ram Pongotoiaan |Persentass Keborad & 00,00
B i oo inveniaria Asot Barang Millk s
" = =3 o000 |85
Pengelolaan Barang Milik || L0 aset Barang Milik 1,879,214,579.00 s 1,591,251,736.00
Dacran
enyusunan Standar Harga.[lemieh dokumen stander satuan i 239,292,379.00 v 217,600,000.00 s
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B. Hasil Capaian Program RPJMD 2016 — 2021 melalui Pelaksanaan
RKPD Tahun 2017,2018,2019,2020 & 2021

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna 2016 - 2021 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan
yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah 2016 - 2021 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program
dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah
(RKPD) Kabupaten Natuna.Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan
Aset daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen
perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi,
tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan
strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif
sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien.

Capaian Program RPJMD 2016 - 2021 didasarkan pada target dan
realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata,
angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung
dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian
rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 -
2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator
sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 dengan

realisasinya.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Program RPJMD 2016-2021
melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2017,2018,2019, 2020 dan 2021 sebagai berikut:
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HASIL CAPAIAN PROGRAM RPJMD 2016-2021
MELALUI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017, 2018, 2019, 2020 DAN 2021

Data Capaian Pada Target RPIMD Kabupaten pada RKPD Kabupaten Tahun ke Capaian Target (Realisasi) RPJMD Kabupaten Melaki Pelaksanazn RKPD Tahun ke- Tingkat Capaian Target RPJMD Kabupaten Melali Hasi Pelaksanazn RKPD Tahun ke- (%) Capaian Pada Akhir Tahun | Rasio Capaian Aktir
No Sasaran Program Priortas Incikator Kinerja ‘Awal Tahun Target Pada AKhir Tahun Perencanaan %)
Perencanaan (2021) 1 2 3 I 4 5 1 2 I 3 I 4 I 5 1 2 3 ] 5
2017 2018 ] 2019 ] 2020 2021 2017 2018 I 2013 | 2020 ] 2021 2017 2018 2019 2020 2021 P .
o o o o o o) 0 © T ) T o) i) ) ) T ) ) T ) ) ) ) ) ) ¢
K Rp K Rp K Rp_{ K Rp K R K Rp K Rp K Rp_{ K K Rp K Ry K Rp K Rp K Rp K Rp K Ry K Rp K Rp
[Program Pelayanan [Jumiah Buian Pelayanan 2Buan 60 0641443 12 | 223669 12 | 1917200 12 | 2067200 12 | 2067.200 12 2353200 12 | 377e1i0] 1z | 1817200 12 2| 2860108 12 00 | 16892 | 100 | 100 | 100 | 274 | 10000 | 13836 | 12 60 10472619 100 [#VALUE!
|Admiistrasi Perkantoran  |Administrasi Perkantoran
[Program Peningkalan _[Persentase Ketersediaan 60% 75 1225000 65 349000 65 219,000 70 219000] 70 219000 75 219000 100 | 3423%| 100 | 219000 100 | 219000 100 2469 70 5385 | 9809 | 1585 | 100 | 14286 | 10000 | 14286 | 4222 | 70 470 872,805 62667 | 7125
Sarana dan Prasarana  |Sarana dan Prasarana
|| Meningkatnya fasiitas  |Aparatur
pendukung kelembagaan  [program Peningkatan _|Persentase Kehadian 85% % 5550000 85 75000 90 20000 90 120000 9 120,000 9 120000 0 o 100 | 120000 100 | 120000 o EBES A4 | 100 | 11141 | 10000 | 000 | 000 3 295 240,000 31053 | 4324
[ Juntic Pegaai
public [Program Peningkalan _[Persentase Aparalur yang 50% 75 0 70000 65 70 75 170000 120 69276 120 | 170000 120 | 170000 100 9871 70 21818 | 4075 | 200 | 100 | 18462 | 10000 | 1428 | 5581 70 530 504,147 70667 | 5931
[Kapasias Sumber Daya  [Bersertfikasi
| |Aparatur
[Program Peningkatan _[Predikat / Niai Akuntabiltas B16835 El BB /74,00 120,000[BB /7600 100,000 76 6 120,000] A/80,00 120000 9236 | 175720 9236 | 100000 9236 | 100,000 80 100780 76 125 | 14643 | 125 | 100 | 12153 | 8333 | 10526 | 8398 |A/8000 4308 | 476500 54135 | 8216
IPengembangan Sistem
IPelaporan Capaian Kinerja
[Program  Peningkatan |Mempertahankan Fungsi 2 Aplikasi 2 3,155,360] 2 540000 2 2 2 640000 2 595360 2 540000 2 s0000[ 2 630708 2 00 w00 | 100 100 | 100 | 8438 | 10000 | 8523 2 10 2,306,066 500 | 7308
ldan  Pengembangan  |Sarana dan Prasarana
[Pengeloiaan Keuangan  |Apikasi Keuangan Daerah
— [Opini Audit BPK WrP WTP 5500113 WP WTP WTP WrP WTP 690,000] WTP | 1,435,000 WP WIP_| 1785113 WP | 1115163 WrP 100 00| 100 00 | 00 | 28871 | 10000 | 11264 | 100 500 6,120,389 00| 10949
[Persentase laporan 100% 100 9864975 100 100 100 100 100 3754000] 9333 | 1116493 100 100 | 1014482 100 | 831343 100 9333 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6809 | 10000 | 3339 | 100 49333 | 3976800 | 49333 | 4031
lkeuangan perangkat daerah
lyang sesuai dengan standar
[akuntansi keuangan yang
[ Ieriaky
[Program Peningkatan _|Jumlah dan Macam Pajak 16 8 3100000 16 700000 17 600000 17 600000 17 600000 18 600000 18 700000 5456 | 600000 5456 | 600,000] 7 00 w0 | 100 100 | 32094 | 10000 | 000 | 000 7 4412 | 1900000 | 80067 | 6129
[ [Pendapatan Asli Daerah  |dan Retribusi Daerah
1 [Jumiah Obiek Paiak 141 198 10079.065] 160 | 2055280 169 | 1615000 179 | 2009505 188 | 2.260505| 108 20695%5( 8875 | 2055280 100 | 1615000 100 | 1615000 168 5547 | 100 | 5917 | 100 | 5567 | 7803 | o000 | 000 185 47675 | 5285280 | 24078 [#VALUEI
[Persentase PAD Terhadap 440% 564 2000000 465 | 400000[ 492 | 400000] 469 | 400000] 505 | 400000 564 400000] 552 | 400000] 552 | 400000 552 | 400000 505 465 | 100 | 42 | 100 | 11770 | 10000 | 000 | 000 | 505 2161 1200000 | 38316 | 60.00
[ [Penerimaan Daerah
Terwjudnya tala kelola (5,00 Bolayanan [Terto adminstrasikeuangan | 12 Bulan C) 2| 1.230,190] 12Bulan | 1,450,000] 12 Buan | 1:200,000] 12 Bulan | 1,200,000] 12 Bulan 7230190 100 | 1450000 100 | 1450000 100 | 1526807 100 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12083 | 10000 | 12707 | 12Bulan 500 5654997 | 83333 | 6794
pemeriniahan Yand - amisiasi Kevangan  [daerah
transparan dan akuntabel |27
Program _Peningkatan _[Persentase aparatur 80% 100 80 850000 80 8 100 800000] 100 | 850000 100 | 600000 100 | 600000 100 74163 90% 125 w0 | 12 W00 | 11765 | 7500 | 11141 | 921 | 90% 4009 | 2126163 | 40090 | 8547
Kapasitas  Aparatur keuangan yang
IPengelola Keuangan Daerah berkompetensi
[Program Peningkatan _[Opini Audit BPK WrP WTP. Wi | 20000 WP WTP WTP. 300,100 WTP | 200100 WTP | 309100 WTP | 30900 WTP | 220880 WrP W00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10000 | 10000 | 7146 | 100 500 1039180 | 10000 | 7234
Kinerja dan Informasi
[ [Keuangan Daerah
[Persentase Kinerja 60% B 1250000 80 250000] 80 250000 82 250000 84 250,000 8 250000 100 | 250000 100 | 250000 100 | 250000 86 43055 84 25 | 100 | 125 | 100 | 12195 | 10000 | 10238 | 17582 | 84 470 118955 | 5451 | 9.6
[Program Peningkatan dan _|Persentase Keberadaan 0% 50 7100000 42 | 1903000 44 | 1400000 46 | 1400000 48 | 1.200000] 50 1200000 100 | 1909000 100 | 1400000 100 | 1400000 50 | 1723745 48 281 | 100 | 22727 | 100 | 21739 | 10000 | 10417 | 14365 | 48 3% 6432745 | 7900 | 9049
[Pengembangan Inventaris Aset Barang Milk
] [Persentase pengamanan 0% 50 650000 42 200000 44 100000 46 100000 48 100,000 50 150000 100 | 200000 100 100000 100 | 100000 50 267730 48 2381 | 100 | 2273 | 100 | 21739 | 10000 | 10417 | 26773 | 48 39 667,730 79600 | 10273
Ibarang milk dacrah
[PROGRAM PENUNJANG _[Predikat / Nilal 80 10,519,046,068 E) 10,519,046,068 80 9876,784,104 00 o4 80 | 9876784104 | 10000 | 9389
[URUSAN PEMERINTAHAN |Akuntabilitas
IDAERAH
[KABUPATEN/KOTA
Meningkainya Kuaitas
Laporan Keuangan IPROGRAM [Ketepatan waktu dalam 1 192,811,497,011] 1 192,811,497,011 1 150,834,950,542] 100| 78l 1 150,834,950,542 [ 10000 | 7823
pemerintzh daerah dan [PENGELOLAAN [penyusunan APBD dan
akuntabiltas kinera  |[KEUANGAN DAERAH  [Perubahan APBD
[Program Pengelolaan _[Persentase Keberadaan 6 1879214579 6 1679214579 65 1,591,251.736) 100] 5[ 65 | 1591251736 | 10000 | 8468
[Barang Milik Daerah Inventaris Aset Barang
IMilik Daerah
Rale-rala Capaien Kinera (%)] 10108 103361 10056] 10000] 15700 10360] &11] 7021 10000 8567
Py il il il il il s il il
[Fakior Pendorong Keberhasian Pencapaian
[Fakior Penghambat
indak Lanjut RKPD berkuinya
[Tindk Lanjut RPJMD berkutn

| Laporan Tahunan 2021



C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Visi dan Misi Kepala
Daerah Tahun 2016 - 2021
Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang tertuang di
dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah.Pengukuran kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan
mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan
indikator sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk Tahun 2016 -
2021.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK
terhadap LKPD pada Tahun 2018 - 2021 dapat terealisasi 100 % artinya opini
WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran
meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator
sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama
dari beberapa target di Badan Pengelola Keungan Daerah dalam mencapai visi
dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola
keuangan dilakukan dengan maksimal.

Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
telah melakukan penyusunan laporan keungan telah sesuai dengan standar
akuntansi pemerintahan, penyajian yang diungkapkan dalam laporan keuangan
dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indikator
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem
pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namun Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan

keuangan.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2016 - 2021 sebagai
berikut:
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Tabel 4.9
Capaian Indikator Sasaran Pendukung Visi Misi
Bupati Natuna Tahun 2016 - 2021

CAPAIAN
\ S| INDIKATOR TARGET REALISASI CAPAIAN (%) TARoET
o SASARAN AKHIR
2021
2017 2018 2019 2020 | 2021 2017 2018 2019 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Meningkatnya
fuahtas Opini BPK
aporan
keuangan Terhadap
1 g tah Laporan WTP WTP WTP WTP | WTP | WDP WTP WTP WTP | WTP 75 100 100 100 100 100
pemerin Keuangan
daerah dan Daerah
akuntabilitas aer
kinerja
aerah

ip.J9770912 2000 1

k’/l
!
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D. Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun
2017,2018,2019,2020 & 2021
Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan merupakan tolak ukur
pencapaian kinerja dalam lima Tahun. Hasil Capaian Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah Pendukung Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Natuna Tahun 2016 - 2021 yang tertuang di dalam Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Pembangunan RPJMD 2016 - 2021
didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk
prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana
tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi
menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.
Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Natuna Tahun 2017 - 2021 dilakukan dengan cara membandingkan
antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2016 - 2021 dengan realisasinya.Dari beberapa Program Tahun 2017 — 2021
terdapat prosentase dan realisasi yang belum tercapai dikarenakan perubahan SOTK
OPD dan disebabkan pandemi corona virus desease 2019 (covidl9) dan
penanganan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang ikut mempengaruhi capaian
tersebut. Pencapaian Program dari sasaran yang telah ditetapkan mencapai 100 %
dari target yang direncanakan, pencapaian ini membuktikan antara strategi dan

kebijakan yang dibuat telah tercapai dengan baik.

Berikut disampaikan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan

Daerah Tahun 2017,2018,2019,2020 dan 2021 pada Tabel sebagai berikut:
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BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TABEL 4.10
CAPAIAN INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD TAHUN 2016-2021

KABUPATEN NATUNA

Kondisi Kondisi TARGET REALISASI CAPAIAN (%)
Kinerja Kinerja Capaian | Keterangan
o | O EmaNe nuea || o | e ot | Tarcaras |
o atuan awal akhir eterangan
PEMBANGUNAN DAERAH Periode Periode 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 RI?;:\)/ID TeB,—iI:S;i)
RPJMD RPJMD
2016 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Program Pelayanan Bulan 12 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 100 Tercapai
Administrasi Perkantoran
2 |Program Peningkatan Sarana % 60 75 65 65 70 70 75 100 100 65 100 70 153.85 153.85 65 100 70 91.67 Belum
dan Prasarana Aparatur Tercapai
3 |Program Peningkatan Disiplin % 85 95 65 90 90 95 95 [0} 100 85 o 95 [0} 111.11 85 [0} 95 66.67 Belum
Aparatur Tercapai
4 |Program Peningkatan % 50 75 55 60 65 65 75 120 120 66 100 65 218.18 200 66 100 65 105 Tercapai
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
5 |Program Peningkatan % B /68,35 | A/80,00 BB/ BB/ BB/ BB/ Al 92.36 92.36 BB A/81.32 |A/80,00|124.811| 121.53 100 100 100 96.36 Belum
Pengembangan Sistem 74,00 76,00 76,00 76,00 80,00 Tercapai
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6 |Program Peningkatan dan Aplikasi 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 100 Tercapai
Pengembangan Pengelolaan % 100 100 100 100 100 100 100 68 75 75 75 100 68 75 75 75 100 75 Belum
Keuangan Daerah Tercapai
% 100 100 100 100 100 100 100 93.33 100 100 100 100 93.33 100 100 100 100 100 Tercapai
9 |Program Peningkatan % 16 18 16 17 17 17 18 18 54.56 54.56 o [0} 112.50 320.94 320.94 [0} [0} 77.28 Belum
Pendapatan Asli Daerah Tercapai
% 141 188 160 169 179 188 198 88.75 100 16 o o) 55.47 59.17 8.94 o) o) 100 Tercapai
% 4.4 5.65 4.65 4.95 4.69 5.05 5.64 5.52 5.52 5.52 o o) 118.71 111.52 117.70 o) o] 551.4 Tercapai
% 12 30 10 12 [} (0] [0} [0} [0} 0 o [0} [0} 0 0 [0} [0} 0 Belum
Tercapai
10 |Program Pelayanan Bulan 12 60 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 100 100 100 100 100 100 Tercapai
Administrasi Keuangan Daerah
11 |Program Peningkatan % 100 100 80 100 100 100 100 100 100 80 100 100 125 125 80 100 100 100 Tercapai
Kapasitas Aparatur Pengelola
Keuangan Daerah
12 |Program Peningkatan Kinerja % 60 100 100 80 82 84 86 68 100 100 100 84 68 125 121.95 119.05 97.67 100 Tercapai
dan Informasi Keuangan
13 |paerah % 40 86 80 44 46 48 50 100 100 80 86 48 125 125 80 86 48 100 Tercapai
14 |Program Peningkatan dan % 40 50 42 44 46 48 50 100 100 42 50 48 238.1 227.27 42 50 48 100 Tercapai
Pengembangan
15 |Penatausahaan Aset Daerah % 20 50 42 a2 6 a8 50 100 100 a2 50 48 48 100 Tercapai
n
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E. Program/Kegiatan dan Target Kinerja BPKPD Tahun Anggaran 2022
(Berdasarkan APBD 2022/DPA 2022)

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2021 Nomor 16); Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah,yang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli,
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten
Natuna.Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
adalah “Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan Kkebijakan
daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta
melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup
tugasnya”.

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah menetapkan 6 (enam) program dan 11 (sebelas) Kegiatan yang
mendukung pencapaian 3 (tiga) tujuan dan 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima)
indikator sasaran yang ditetapkan didalam Renstra BPKPD Tahun 2021 — 2026
dengan memanfaatkan sumber dana dari APBD Kabupaten Natuna Tahun
Anggaran 2022 sesuai dengan Perjanjinan Kinerja Plt.Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Berikut disajikan Tabel Pelaksanaan dan Target Kinerja Program

dan Kegiatan BPKPD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:
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TABEL 4.11

PELAKSANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Nama Program/ Kegiatan/ Sub

Target Kinerja

NO Kegiat Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Keterangan
egiatan Output/ Outcome Anggaran

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN NILAI LAPORAN LKJIP 81.25 193,419,000.00
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2 Perencanaan, Penganggaran, dan Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 60 193,419,000.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 110,129,000.00
Perangkat Daerah

4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan 4 83,290,000.00
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI 80 15,356,637,674.00
PEMERINTAHAN DAERAH KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP
KABUPATEN/KOTA

6 | Administrasi Keuangan Perangkat Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat 1 10,509,829,504.00
Daerah Daerah

7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 77 10,509,829,504.00

8 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran 50 1,807,308,170.00

9 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 1,025,450,000.00
Perlengkapan Kantor

10 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan RumahTangga yang Disediakan 12 28,000,000.00

11 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 49,600,000.00

12 | Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 120,000,000.00
Penggandaan

13 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 60 20,000,000.00
Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan

14 | Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 120,000,000.00
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15 | Penyclenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 36 444,258,170.00
Konsultasi SKPD SKPD

16 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran 80 2,592,500,000.00
Pemerintahan Daerah

17 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 12,500,000.00

18 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 685,000,000.00
Daya Air dan Listrik Listrik yang Disediakan

19 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 12 1,895,000,000.00
Kantor Disediakan

20 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan 90 447,000,000.00
Penunjang Urusan Pemerintahan perkantoran
Daerah

21 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara 16 70,000,000.00
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

22 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 2 277,000,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

23 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 2 100,000,000.00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
atau Bangunan Lainnya

24 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE PENYUSUNAN RANCANGAN APBD/P YANG TEPAT 92 2,107,674,070.00
KEUANGAN DAERAH WAKTU,TEPAT PROSES,DAN TEPAT ISI

25 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana | Penetapan APBD 1 2,107,674,070.00
Anggaran Daerah

26 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah 1 775,337,000.00
Daerah tentang APBD dan Peraturan tentang Penjabaran APBD
Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD

27 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan 1 742,602,000.00
Daerah tentang Perubahan APBD dan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD

28 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja 10 589,735,070.00

Belanja Daerah

Daerah
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29 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 100 131,360,113,560.00
KEUANGAN DAERAH SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

30 | Koordinasi dan Pengelolaan Persentase Pelayanan Perbendaharaan Tepat Waktu 100 1,042,193,170.00
Perbendaharaan Daerah

31 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 1 290,800,000.00

32 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,Sinkronisasi, 12 564,334,170.00
Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan
Evaluasi Pengelolaan Dana Dana Transfer Lainnya
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya

33 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, 12 187,059,000.00
Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Laporan Aliran Kas,dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan P
dan Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

34 | Koordinasi dan Pelaksanaan Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu dan sesuai SAP 90 1,125,813,170.00
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Daerah

35 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan 12 628,506,170.00
Penerimaan dan Pengeluaran Kas dan Pengeluaran Kas Daerah
Daerah

36 | Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah LaporanPertanggungjawabanPelaksanaan APBD 12 497,307,000.00
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
APBD Bulanan, Triwulanan dan
Semesteran

37 | Penunjang Urusan Kewenangan Bagi Hasil Kabupaten/Kota danDesa 10 129,192,107,220.00
Pengelolaan Keuangan Daerah

38 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan 4 122,941,407,220.00
Bantuan Keuangan Keuangan

39 | Pengelolaan Dana Darurat dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 5,000,000,000.00
Mendesak

40 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 4 1,250,700,000.00
Kabupaten/Kota

41 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG | MANAJEMEN ASET 80 2,142,595,520.00
MILIK DAERAH

42 | Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD yang sesuai dengan RKBMD 100 2,142,595,520.00

43 | Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 271,113,970.00
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44 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 75,306,380.00
Barang Milik Daerah

45 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 1 153,300,000.00

46 | Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 975,581,170.00

47 | Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil PenilaianBarang Milik Daerah dan HasilKoordinasi 1 148,600,000.00

Penilaian Barang MilikDaerah

48 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 1 235,376,000.00
Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penggunaan,Pemanfaatan,Pemindahtanganan,Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah

49 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan 4 283,318,000.00
Laporan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah

50 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE PAD TERHADAP PENDAPATAN 5 938,233,000.00
PENDAPATAN DAERAH

51 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Persentase Penerimaan Sektor Pajak Daerah 6 938,233,000.00
Daerah

52 | Analisa dan Pengembangan Pajak Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak 1 58,469,000.00
Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Pajak Daerah.

53 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Jumlah Laporan PelaksanaanPenyuluhan dan PenyebarluasanKebijakan 1 72,095,000.00
Kebijakan Pajak Daerah Pajak Daerah

54 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak | Jumlah Laporan Hasil Pendataandan Pendaftaran Objek PajakDaerah, 1365 132,075,000.00
Daerah Subjek Pajak dan WajibPajak Daerah

55 | Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah Dokumen KetetapanPajak Daerah 44699 418,000,000.00

56 | Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen HasilPelaksanaan Penagihan PajakDaerah 1365 257,594,000.00

TOTAL

152,098,672,824.00

Keuangan dan Pendapatan

URYANTO, SE, MA
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F. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik
Pusat, Provinsi, Kabupaten dengan Kabupaten Lainnya
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian
kerjasama, sebagai berikut:
1. Kerjasama dengan Bank Riau Kepri Cabang Ranai.
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18
dan Pasal 19 menyatakan Kepala Daerah menunjuk Bank Umum dalam
mengelola uang daerah untuk menyimpan penerimaan dan pengeluaran. Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, melakukan Perikatan Perjanjian
Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang:
“Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Dana Kas
yng Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Natuna” Nomor: 006/Mou/2018 dan Nomor :007/RNI/2018,
ditetapkan di Ranai pada tanggal, 09 Agustus 2018.
2. Kerjasama dengan BPJS dalam Pelayanan Kesehatan PNS.
Atas Nama Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah (BPKAD), melakukan Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU)
dengan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenaga Kerjaan
Kantor Cabang Tanjungpinang Tentang: “Kepesertaan Program Jaminan
Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Pegawai PTT, GTT dan PTT Paramedis
Pemerintah Kabupaten Natuna” Nomor: 180/HK-PK/36/2019 dan Nomor
:PKS/002/112019, ditetapkan di Ranai pada tanggal, 17 November 2019.

G. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah
Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak
hanya mencakup pembenahan untuk menuju perampingan ukuran dan komponen
birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan

secara gradual terhadap nilai (public value) dan budaya aparat pemerintah daerah
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yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan
perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman masyarakat.
Perubahan struktural seharusnya diikuti oleh perubahan kultural, berupa
internalisasi mindset dan perilaku, serta revitalisasi etos kerja. Beranjak dari
keinginan untuk melepaskan diri dari budaya birokratis yang kaku dan
mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas Pemerintah Daerah di pacu untuk
membuat inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Pemerintah
Kabupaten Natuna melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 58 Tahun 2016
tentang Penyelenggaran Sistem Informasi Keuangan Daerah sekaligus menjawab
amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah pada Pasal 11 dimana penyelenggaraan Sistem
Informasi Keuangan Daerah diserahkan ke Pemerintah Daerah masing-masing.
Penyelenggaraan inovasi Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya
dikenal dengan [Integrated Natuna Financial Information System (Sistem
Informasi Keuangan Natuna Terintegrasi) yang selanjutnya disingkat iNFIS adalah
suatu sistem aplikasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna
untuk pengelolaan keuangan daerah secara mandiri. iNFIS terdiri dari beberapa
modul dasar, yaitu Modul Perencanaan, Penganggaran, Perbendaharaan, BMD,
Tepra, Monitoring, Pelaporan, Absensi, Penggajian,. Kedepannya akan
dikembangkan juga modul-modul lain, seperti modul Penggajian, Perjalanan
Dinas dan setiap tahun selalu menambah modul serta menyesuaikan dengan
perubahan regulasi. Hal ini dilakukan agar Kabupaten Natuna dapat bersaing
dengan Pemerintah Daerah lainya serta yang paling penting adalah meningkatkan

pelayanan publik dengan prinsif efisiensi dan efektifitas.

H. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun
2022/2023 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2021
Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas,Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah merekomendasikan program dan kegiatan,dan hal-hal lain
yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dan dilanjutkan pada rencana Kerja

Tahunan Tahun 2022/2023 di tabel sebagai berikut :
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REKOMENDASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2022/ 2023
DARI HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021

TABEL 4.12

HASIL KEGIATAN PEMBANGUNAN

REKOMENDASI KEGIATAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN TAHUN 2021 PEMBANGUNAN TAHUN 2022 / 2023 Keterangan
2 3 4 5
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Tercapai Dilanjutkan
KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tercapai Dilanjutkan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tercapai Dilanjutkan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tercapai Dilanjutkan
Administrasi Umum Perangkat Daerah Tercapai Dilanjutkan
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tercapai Dilanjutkan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tercapai Dilanjutkan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Tercapai Dilanjutkan
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Tercapai Dilanjutkan
Koordinasi dan Pegelolaan Perbendaharaan Daerah Tercapai Dilanjutkan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Tercapai Dilanjutkan
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Tercapai Dilanjutkan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Tercapai Dilanjutkan
Tercapai Dilanjutkan

Pengelolaan Barang Milik Daerah

A
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BABYV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT
DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI

Gambaran Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Tahun 2021, sesuai dengan
tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-
masing bidang di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan refleksi
dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehubungan
dengan hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sesuai dengan bidang yang ada di
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
1. Sekretariat
Sekretariat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki
tugas yaitu menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi
kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan,
kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta
mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dan 15
(lima belas) Sub kegiatan , Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dialokasikan sebesar Rp10,619,046,068,00 dengan realisasi
anggaran sebesar Rp9,876,784,104,00 atau mencapai 93,89 % merupakan
akumulasi dari 6 (enam) kegiatan. Dengan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dialokasikan sebesar Rp405.042.000,00
dengan realisasi sebesar Rp367,235,800.00 atau sebesar 90.67% dari total 2
(dua) Sub kegiatan yang menjadi Tupoksi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
Untuk Sub Bidang Umum dan Kepegawaian dialokasikan anggaran untuk 5
Kegiatan dengan 13 (tiga belas) Sub kegiatan dengan alokasi sebesar Rp
10.114.004.068,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.509.548.304,00 atau realisasi
sebesar 94,03%. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana

tabel dibawah ini:
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Tabel 5.1

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2021

Input/
URAIAN (;)‘::1:::./& Gt ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 6
10.519.046.068,00 9.876.784.104,00 93,89
01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 405.042.000,00 367.235.800,00 90,67%
01.2.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah input rupiah 50.130.000,00 48.489.800,00 96,73%
output bulan 12,00 12,00 | 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.01.06. E:’[ﬁ:g;“ﬁ:s‘“ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi | o ¢ rupiah 354.912.000,00 318.746.000,00 |  89.81%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.529.758.068,00 7.248.383.530,00 96,26%
01.2.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN input rupiah 7.529.758.068,00 7.248.383.530,00 96,26%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.03. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 100.000.000,00 99.979.000,00 99,98%
01.2.03.07. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD input rupiah 100.000.000,00 99.979.000,00 99,98%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah 891.200.000,00 664.465.951,00 74,56%
01.2.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor input rupiah 215.000.000,00 95.000.000,00 44,19%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame unit 26,00 19,00 73.07%
01.2.06.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga input rupiah 80.000.000,00 79.200.000,00 99,00%
output bulan 12,00 12,00 93,75%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor input rupiah 87.000.000,00 20.250.000,00 23,28%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan input rupiah 145.000.000,00 144.283.000,00 99,51%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan input rupiah 20.000.000,00 17.100.000,00 85,50%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD input rupiah 344.200.000,00 308.632.951,00 89,67%
output kali 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 73,00 69,00 94,52%
01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.293.700.000,00 1.242.979.032,00 96,08%
01.2.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat input rupiah 25.000.000,00 24.111.000,00 96,44%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 96,44%
01.2.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik input rupiah 650.400.000,00 643.246.500,00 98,90%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor input rupiah 618.300.000,00 575.621.532,00 93,10%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.09. PDe;;eﬂli}:mraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 299.346.000,00 253.740.791,00 84,77%
0120902, | Penyediaan Jasa Pemeliaraan, gi\aﬁgjgzln‘h“m“' Pajak dan Perizinan input rupiah 115.205.000,00 73.556.791,00 | 63.85%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
01.2.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya input rupiah 184.141.000,00 180.184.000,00 97.85%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
TOTAL 10.519.046.068,00 9.876.784.104,00 93,89

Sumber : Data LRA TA. 2021

2. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran memiliki

tugas

yaitu merumuskan prosedur

penyusunan rancangan Perubahan APBD, pengendalian penyusunan anggaran, dan

mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan
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anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir,
investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan
guru PNSD dan Piutang yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 1
(Satu) kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) program yaitu sebesar
Rp1.698.217.914,00 atau sebesar 92,78% dari total anggaran yaitu sebesar
Rp1.830.350.000,00 dengan rincian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
Rencana Anggaran Daerah realisasi sebesar Rp1,698,217,914,00 atau sebesar
92,78% dari total anggaran yaitu sebesar Rpl,830,350,000,00. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawabh ini:

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2021

Input/
NOMOR URAIAN Output/ ANGGARAN REALISASI %
Satuan
Outcome
2 3 4 6
1.830.350.000,00 1.698.217.914,00 92,78
02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
02.2.01. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.830.350.000,00 1.698.217.914,00 92,78%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan . . < ,
02.2.01.07. Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran APBD input rupiah 625.200.000,00 583.225.994,00 93.29%
output perda 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan
02.2.01.08. APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan input rupiah 618.650.000,00 549.742.475,00 88,86%
APBD
output perda 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100% 100% 100,00%
02.2.01.11. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah input rupiah 586.500.000,00 565.249.445,00 96,38%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL 1.830.350.000,00 1.698.217.914,00 92,78

Sumber : Data LRA TA. 2021

3.

Bidang Akuntasi Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi Keuangan Daerah memiliki tugas melakukan
penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perbendaharaan, penyusunan
kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dalam
hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Total realisasi
sebesar Rp2,026,042,056,00atau sebesar 92,80% dari pagu anggaran sebesar
Rp2,183,244,420,00 yang mengakomodir pada 2 (dua) kegiatan. Kegiatan
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah terdapat 3 (tiga) Sub
kegiatan dengan realisasi Rp714,243,856,00 atau 90,43% dari pagu alokasi sebesar
Rp789,874,000,00 Untuk Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Daerah alokasi anggaran sebesar Rp1,393,370,420,00 dengan
realisasi Rp1,311,798,200,00 atau sebesar 94,15% dari 2 (dua) Sub kegiatan.
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Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada
tabel dibawah ini.
Tabel 5.3

Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Akutansi Keuangan Daerah Tahun 2021

NOMOR URAIAN (;:f];ll:i/ Satuan ANGGARAN REALISASI %

Outcome
1 2 3 4 6
URUSAN KEUANGAN 2.183.244.420,00 2.026.042.056,00 92,80

02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

02.2.02. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 789.874.000,00 714.243.856,00 90,43%

02.2.02.01. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah input rupiah 226.588.000,00 205.816.570,00 90,83%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi,
02.2.02.05. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan input rupiah 301.100.000,00 252.673.000,00 83,92%
Dana Transfer Lainnya

output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame | persen 100,00% 100,00% 100.00%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan
02.2.02.07. f:e"g*’l“““‘" ‘;“5 Dacrah, h:{;o.m" Aliran K”‘ dan PE‘“Fkﬂ:‘fa" input rupiah 262.186.000,00 255.754.286,00 97,55%
Ketiga (PFK)
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame | persen 100,00% 100,00% 100,00%
02.2.03. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan 1.393.370.420,00 1.311.798.200,00 94,15%
02.2.03.01. E::g‘;::}“’e]“m““" Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran input rupish 136.073.660,00 136.381.000,00 100,23%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%
022.03.0 Koordinasi P:“Pyé‘g“l‘;;a’;}“ﬁf}‘)";‘:»‘xﬁ‘:ﬁg‘;‘faw"‘ba“ input rupiah 1.257.296.760,00 1.175.417.200,00 93,49%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame | persen 100,00% 100,00% 100,00%
TOTAL 2.183.244.420,00 2.026.042.056,00 92,80

Sumber : Data LRA TA. 2021

4. Bidang Aset
Bidang Aset memiliki tugas melakukan penyusunan kebijakan teknis
dan pedoman pengelolaan barang milik daerah yang dalam hal ini melaksanakan
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) Kegiatan dan 9
(Sembilan) Sub Kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp1,591,251,736,00 atau
sebesar 84,68% dari total alokasi sebesar Rp1,879,214,579,00. Berikut disajikan

laporan realisasi bidang aset sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 5.4
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Aset TA. 2021

Input/
NOMOR URAIAN g.:tcl:,l::lje S ANGGARAN REALISASI %
1 2 3 4 6
1.879.214.579,00 1.591.251.736,00 84,68
03. 03.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH

03.2.01. Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.879.214.579,00 1.591.251.736,00 84,68%

03.2.01.01. Penyusunan Standar Harga input rupiah 239.292.379,00 217.600.000,00 90,93%
output dokumen 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.03. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah input rupiah 81.059.480,00 74.650.000,00 92,09%
output dokumen 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.05. Penatausahaan Barang Milik Daerah input rupiah 229.429.040,00 207.095.000,00 90,27%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.06. Inventarisasi Barang Milik Daerah input rupiah 120.788.760,00 97.066.000,00 80,36%
output dokumen 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.07. Pengamanan Barang Milik Daerah input rupiah 285.624.580,00 243.978.142,00 85,42%
output laporan 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.08. Penilaian Barang Milik Daerah input rupiah 200.000.000,00 169.795.400,00 84,90%
output kegiatan 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.10. r imalisasi F dan Pengh - Barang Nllilik‘ Dacrah input rupiah 184.638.580,00 135.643.900,00 73,46%
output bulan 12,00 12,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.11. g:t;’a":i““i dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik input rupiah 343.600.000,00 316.674.400,00 92,16%
output bast 2,00 2,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

03.2.01.12. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah input rupiah 194.781.760,00 128.748.894,00 66,10%
output laporan 1,00 1,00 100,00%
outcame persen 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL 1.879.214.579,00 1.591.251.736,00 84,68%

Sumber : Data LRA TA. 2021
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BAB VI
PENUTUP

A Kesimpulan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 09 Tahun 2018 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati
Natuna Nomor 61 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan
Badan Kabupaten.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna
merupakan pendukung atas keberhasilan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati
Natuna Tahun 2016 - 2021, Terhadap misi yang diemban oleh Kepala daerah
Kabupaten Natuna 2016 - 2021 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah akan memberikan pelayanan
kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat
luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan
keuangan.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan
Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJIMD 2016 - 2021
Kabupaten Natuna adalah “Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan” dengan Indikator Program (Outcame) “Persentase
laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku”, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai
pendukung visi dan misi RPJMD 2016 - 2021 Kabupaten Natuna. Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menetapkan rencana kinerja serta
untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran
strategis yang tercermin dari 4 (empat) indikator sasaran yang dilaksanakan dalam
beberapa program dan kegiatan.

Secara umum 2 (dua) Sasaran strategis yang tercakup dalam 3 (tiga)
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 belum
mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan hal ini dipengaruhi beberapa

faktor diantaranya karena dampak penanganan pandemic corona virus desease
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2019 (covid19) dan dalam penanganan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang

mempengaruhi capaian tersebut.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan
yang direncanakan, sebaiknya mulai dilakukan pada saat perencanaan dan
penganggaran secara terukur dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan
sehingga masing-masing bidang dapat lebih fokus melaksanakan program dan
kegiatan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai. Beberapa strategi
telah dilakukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk mendukung
dan mencapai visi misi yang ditetapkan.Komitmen penuh dari pimpinan beserta
dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk lima

tahun kedepan.

Rekomendasi
Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah merekomendasikan program kegiatan untuk Rencana Kerja

2022/2023 sebagai berikut:

1. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan
peningkatan capaian kinerja pada tahun 2022/2023, terhadap peningkatan
Sumber Daya Manusia (SDM) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Natuna terhadap pemahaman laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

2. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan
peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tata kelola Barang Milik Daerah,;

3. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2022/2023.

4. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna

mendukung transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
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5. Merekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan
peningkatan capaian kinerja dan target capaian 2022/2023 terhadap
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

Ranai, 12 Januari 2022

.

IRYANTO. SE. MA”
197709122000121004
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Jalan Batu Sisir-Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445, Fax (0773) 31545, Email : bpkadnatuna@yahoo.co.id
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